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- KATA PENGANTAR -

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan

hidayah-Nya, maka Laporan Kinerja Tahunan Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu
Tahun 2020 dapatdiselesaikan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu mempedomani Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaman Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang
mengamanatkan bahwa setiap entitas akuntabilitas kinerja menyusun dan menyajikan
laporan kinerja atas sprestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran
yangtelah dialokasikan.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Tim
Penyusun dan pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan ini.
Semogalaporan ini dapat bermanfaat sebagaperbaikan kinerja di tahun yang akan
datang dengan potensi yang ada dalam rangka pelaksanaantugas pokok dan fungsi
Sekretariat Daerah. Laporan ini juga diharapkan berguna bagi semua pihak terkait serta
menjadi sarana evaluasi yang konstruktif dan dapat memberi manfaat yang optimal
serta dimaknai secara positif oleh semua jajaran di Sekretariat Daerah, dalam rangka
peningkatan manajemen kinerja yang lebih baik di masa datang untuk kemajuan
Provinsi Bengkulu.

Bengkulu, 2021

SEKRETARIDAERAH

Drs. HAMKA SABRI,M.Si
Pembina Utama Madya
NIP.19630830 198602 1 001
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- IKHTISAR EKSEKUTIF -

Perubahan paradigma pemerintahan dan adanya pergeseran tuntutan pelayanan public
kearah yang lebihtransparan, partisipatif, dan akuntabel merupakan fenomena yang
berkembang belakangan ini. Keinginan untuk perubahan tersebut di atas bermuara dari
meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara,
serta semakin mandirinya media massa yang didukung oleh teknologi informasi yang
semakin @nggih. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan yang tinggi akan adanya suatu
pengukuran kinerja terhadap para penyelenggara negara yang telah menerima amanat
dari rakyat. Pengukuran tersebut akan melihat seberapa jauh kinerja yang telah
dihasilkan dalam suatu periode tertentu dibandingkan yangtelah direncanakan.

Dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan
dan kemasyarakatan telah dirumuskan perencanaan kinerja mulai perumusan visi, misi,
tujuan, sasaran dan indicator kinefa serta program yang terlebih dahulu dituangkan
dalam dokumen Rencana Strategi Sekretaris Daerah (RENSTRA)Provinsi Bengkulu
201672021, Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama. Pada setiap akhir tahun
anggaran, realisasi penetapan kinerja diukur dan dilaporkan dalam bentuk Laporan
Kinerja Tahunan.

Sesuai dengan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2@18021 dan mengacu
pada Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2020 terdapat 20 sasaran strategis
dengan 51 Indikator kinerja sasaran srta targetnya masingmasing. Dari perhitungan
rata-rata atau kumulatif, capaian kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2020 berdasarkan
sasaran mencapai persentase 92,84%, tetapi ada beberapa sasaran yang capaiannya
belum sesuai dengan yang diharapkan. Namun hékian melalui Laporan Kinerja ini
telah melahirkan beberapa rekomendasi sebagai bahan pertimbangan untuk
perencanaanmendatang.

Untuk menunjang tercapainya sasaran kinerja pada Tahun 2020 dilandasi dengan
kebijakan/program yang akan melahirkan outcome dan kegiatan yang menghasilkan
output. Secarakuantitas program dalam upaya mencapaisasaran kinerja Sekretariat
Daerah diaksanakan sebanyak 36 program yang tersebar pada 6 (enam) biro
berdasarkan uraian tugas masingmasing. Untuk pelaksanaan program/kegiatan
tersebut dialokasikan dalam bentuk belanja langsung dan tidak langsung melalui APBD
Provinsi BengkuluTahun 2020 denganpagu anggararsebesar Rp.69.502.068.185;.
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BerdasarkanPerjanjian Kinerja Eselonll di Lingkungan Sekretariat DaerahProvinsi

Bengkulu,sasaranyangdicapai adalahpada Tahun 2020 adalahsebagai berikut:

1. MeningkatnyaTataKelolaPemerintahandan PembinaanOtonomiDaerah;

2. MeningkatnyaKebijakan,Pembinaandan Pengendaliandi Bidang Kesejahteraan
Rakyat;

3. Terselenggaranygelayananadministrasi perkantoran ;

4. Terciptanya Kepastian Hukum Terhadap Produk Hukum Daerah, Peraturan Daerah
dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota;

5. Tercapainya Penyelesaian Perkara Litigasi, Permasalahan Hukum Non Litigasi dan
Meningkatnya Penghormatan, Perlindungan, Pemahaman, Penegakan dan
PemajuanHAM Provinsi Bengkulu;

6. Meningkatnyalnformasi di Bidang Hukum;

7. MeningkatnyaEfektifitas PerumusanKebijakan Ekonomi Daerah,BUMDdan
PengelolaanSDA,;

8. Meningkatnya Efektifitas PengelolaanSumber Daya Alam yang Seimbangdengan
Berbasis pada Konservagian LingkunganHidup;

9. MeningkatnyaTataKelolaKinerja OPD;

10. Terwujudnya Kajian Rumusan Kebijakan Implementasi Perencanaan
Pembangunan;

11. Meningkatkan Efektifitas dan EfisiensiPelaksanaarPembangunan;

12. TerlaksananyaPengadaarBarang/JasaPemerintah Provinsi Bengkulu;

13. MeningkatnyaPelaporanAkuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Bengkulu;

14. Meningkatnyakualitas pelaksanaanReformasiBirokrasi;

15. Meningkatnya penerapan standar pelayanan dan inovasi pada UKPP (Unit Kerja
PelayananPublik) Provinsi BengkuludantersusunnyaSOPUPTD/CabangDinas;

16. MeningkatnyaPenataankelembagaanperangkatdaerah;

17. MeningkatnyaTataKelolaKinerja OPD;

18. MeningkatnyaPelayananKeprotokolan;

19. Meningkatnya PelayananKerumahtanggaarKDH,WKDHdan Sekda;

20. MeningkatnyaPelayananAdministrasi KeuanganSekretariat Daerah;

Vi
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Untuk mencapai kinerja tersebut masih ditemui beberapa kendala dan keterbatasan,
antara lain adalah kurang konsistennya penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu mulai dari proses perencanaan kinerja
yang belum sepenuhnya terbangun. Ketidakselarasan dimaksud disebabkan kurangnya
pemahaman aparatur dalam menyusun perencanaan kinerja, sehingga perencanaan
kinerja tidak berbasis pada kinerja utama dan tugas pokok fungsi OPD.Kondisi ini
mengakibatkan pencapaian sasaran yang tidak sinkron dengan program maupun

kegiatan,dantidak berorientasi pada hasil(outcoms.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Daerah Provinsi
Bengkulu Tahun 2020 merupakan salah satu upaya maksimal untuk
mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjanjian Kinerja, dengan harapan semoga
dapat dipergunakan sebagaibahan evaluasi dalam peningkatan kinerja organisasi di

masamendatang.

Vi
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- |. PENDAHULUAN -

1.1. LATARBELAKANG

Akuntabilitas  didefinisikan  sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam
mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media
pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi,
akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi
pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan

pelaksanaanmisi instansi yangbersangkutan.

Pembangunan Provinsi Bengkulu selama lima tahun kedepan diarahkan dan
dilaksanakan sesuai dengan visi Pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021
yakni O- Ax OEOAE AT Ydnd MGE Sejalidera, Bermartabat Dan Berdaya
3AET C 4Haltgsghbiongrupakan sebuah pilihan yang telah menjadi komitmen
bersama, sehingga dalam pencapaiannyapun harus dilakukan secara bersgssna

antara berbagaipemangkukepentingan (stakeholders.

Bertitik tolak dari RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 201672021, RKPD Provinsi
Bengkulu Tahun 2020, Review RENSTRA Sekretariat Daerah 2€@21 dan Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah, Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Perovinsi Bengkulu
Tahun 2020 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam

dokumen penetapankinerja dan dokumen perencanaan.

Terkait dengan penentuan isu-isu strategis Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu,
dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Sekretariat Daerah
diharapkan mampu lebih responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menentukan isu
isu strategis untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan
akuntabel melalui reformasi tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada

pelayananpublik.
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Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri
PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerjadan Tata CaraReviu
Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa sitp Instansi Pemerintah Eselon |
dan Il serta Unit Kerja Mandiri wajib menyusun Laporan Kinerja Tahunan sebagai
bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan

sumber dayayangdimiliki.

Pencapaiansasarantersebut disajikan berupa informasi mengenaipencapaiansasaran
RencanaStrategis(RENSTRABekretariat Daerah,realisasi pencapaianindikator
sasarandisertai denganpenjelasanyangmemadaiatas pencapaiankinerja dan
pembandingan capaianindikator kinerja. Dengandemikian Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah yang menjadi laporan kemajuan
penyelenggaraan pemerintahan oleh Sekretariat Daerah kepada Gubernur Bengkulu ini
telah disusun dan dikembangkansesuaiperaturan yang berlaku.Realisasiyang
dilaporkan dalam Laporan Kinerja Tahunan ini merupakan hasil kegiatan Tahun 2020.
Dengantersusunnya Laporan Kinerja Tahunan Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu
ini diharapkan para pemangku kepentingan dapat melihat berbagai capaian
keberhasilan dan kegagalankegagalanprogram organisasi sebagaibahan evaluasi

terhadap upayapeningkatankinerja organisasi padamasa mendatang.

DASARHUKUM

Landasan hukumpenyusunanLaporan Kinerja TahunanSekretariat DaerahProvinsi

Bengkulutahun 2020 adalah:

1. UndangUndangNomor 9 Tahun 1967 tentang PembentukanProvinsi Bengkulu;

2. UndangUndangNomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara,

3. UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
PembangunanNasional;

4. UndangUndangNomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerabh;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang OrganisasiPerangkat
Daerabh;

6. Peraturan PresidenRepublik IndonesiaNomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;;
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7. Peraturan Menteri PendayagunaanAparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
ReviuAtas LaporanKinerja Instansi Pemerintah.

8. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan PerangkatDaerah Provinsi Bengkulu.

9. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2010 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun
2010 Nomor 6;

10. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran
PendapatanBelanjaDaerah Provinsi BengkuluTahun Anggaran2020;

11. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 56 Tahun 2018 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi

Bengkulu.

GAMBARANORGANISASI

Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Propinsi Bengkulu yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Bengkulu dan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah

Provinsi Bengkulu.

Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu merupakan unsur staf dengan Tipelogi B.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 56 Tahun 2018 dimaksud,

Sekretariat Daerah Provinsi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyusunan

kebijakan dan pengkoordinasian secara administrastratif terhadap pelaksanaan tugas

perangkatdaerah sertapelayananyang bersifat administratif.

Dalam penyelenggaraan tugas tersebut, Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu

menyelenggarakanfungsi:

1. Penyelenggaraarpenyusunankebijakandaerah

2. Pengkoordinasianpelaksanaarntugasperangkatdaerah

3. Pemantauandan evaluasipelaksanaankebijakan daerah

4. Pelayananaadministrastif dan pembinaan Aparatur Sipil Negarapada instansi
daerah, dan

5. Pelaksanaanfungsi lain yang diberkan Gubernur yang berkaitan dengantugas dan

fungsinya.
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Untuk dapat melaksanakantugasdan fungsi dimaksud, maka SusunanOrganisasi
Sekretariat Daerah, terdiridari :

SekretarisDaerahProvinsi;

Asisten Pemerintahandan KesejahteraanRakyat;

AsistenPerekonomiandan Pembangunan;

Asisten Administrasi Umum;

StafAhli

Kelompok JabatanFungsional;

o o M wbd P

AsistenPemerintahandan KesejahteraanRakyatmembawahi 2 (dua) Biro, terdiri dari :
1. Biro Pemerintahandan KesejahteraanRakyat,terdiri dari:
a. BagianPemerintahan,terdiri dari:
1) SubBagianPemerintahanUmum
2) SubBagianTataPemerintahandan TataUsahaBiro
3) SubBagianAdministrasi Wilayah Pemerintahan
b. BagianKepemudaandan Olahraga,Pendidikan, PemberdayaanPerempuan,
Perlindungan Anak,Keluarga BerencanakKebudayaanterdiri dari:
1) SubBagianPendidikandan Kebudayaan
2) Sub Bagian PemberdayaanPerempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana
3) SubBagianKepemudaandan Olahraga
c. BagianKerukunanUmat Beragama,Sosial,Kesehatan,TenagaKerja dan
Transmigrasi,terdiri dari:
1) SubBagianKerukunan UmatBeragama
2) SubBagianKesehatandan Sosial

3) SubBagianTenagaKerjadan Transmigrasi

2. Biro Hukum, terdiri dari:
a. BagianPeraturan Perundangundangan,terdiri dari :
1) SubBagianPeraturan Daerahdan Peraturan KepalaDaerah
2) SubBagianKeputusanKepalaDaerah
3) SubBagianNaskahHukum Lainnya
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b. BagianBantuanHukum,terdiri dari:
1) SubBagianLitigasi
2) SubBagianNon Litigasi
3) SubBagianPemajuanHak AsasiManusia
c. BagianDokumentasiHukum dan PenyuluhanHukum terdiri dari :
1) SubBagianTataUsahaBiro
2) SubBagianDokumentasiHukum

3) SubBagianPenyuluhanHukum

AsistenPerekonomiandan Pembangunarmembawahi2 (dua) Biro, terdiri dari :
1. Biro Administrasi Perekonomiandan SumberDayaAlam,terdiri dari :
a. BagianPerekonomian,terdiri dari:
1) SubBagianAnalisis Makro Ekonomidan SaranaPerekonomian
2) SubBagianPerindustrian dan PerdaganganKoperasidan UMKM
3) SubBagianPenanamanModal, Pariwisata dan Pangan
b. BagianSumberDayaAlam,terdiri dari :
1) SubBagianPertanian,Kelautandan Perikanan
2) SubBagianEnergi danSumberDayaMineral
3) SubBagianLingkunganHidup dan Kehutanan
c. BagianBUMD:terdiri dari:
1) SubBagianTataUsahaBiro
2) SubBagianPerencanaardan PengembangarBUMD
3) SubBagianEvaluasiBUMD

2. Biro Administrasi Pembangunanterdiri dari :
a. BagianPenyusunandan PengendalianProgram,terdiri dari :
1) SubBagianTataUsahaBiro
2) SubBagianPerencanaardan PengendalianProgram
3) SubBagianPengembangarKebijakan Program Pembangunan
b. BagianMonitoring dan EvaluasiPembangunanterdiri dari :
1) SubBagianEvaluasiAPBD
2) SubBagianEvaluasiAPBN

3) SubBagianPengendalianPembangunan
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C.

BagianAdministrasi Pelaksanaardan Kebijakan Pembangunanterdiri dari:
1) SubBagianAdministrasi PelaksanaarPembangunan
2) SubBagianKebijakanPelaksanaarPembangunan

3) SubBagianPengendalianPembangunan

Asisten Administrasi Umum membawabhi 2(dua) Biro, terdiri dari :

1. Biro Organisasiterdiri dari :

a. BagianKelembagaardan Analisis Jabatarterdiri dari :

C.

1) SubBagianKelembagaarProvinsi

2) SubBagianPembinaandan PengendaliankKelembagaarKabupaten/Kota
3) SubBagianAnalisis Jabatan

BagianPengembangarKinerja, terdiri dari :

1) SubBagianReformasiBirokrasi

2) SubBagianAkuntabilitas Kinerja

3) SubBagian Kepegawaian

BagianKetatalaksanaanterdiri dari :

1) SubBagianTataUsahaBiro

2) SubBagianPelayananPublik

3) SubBagianTatalaksanaPemerintahan

2. Biro Umum,Humasdan Protokol, terdiri dari :

a.

C.

BagianRumahTanggaterdiri dari :

1) SubBagianTataUsahaBiro dan LayananUmum Sekretariat Daerah
2) SubBagianRumahTanggaGubernurdan Wakil Gubernur
3) SubBagianRumahTanggaSekdadan UrusanDalam
BagianAdministrasi Keuanganterdiri dari :

1) SubBagianPerbendaharaan

2) SubBagianTataUsahaKeuangan

3) SubBagianVerifikasi, Akuntansi dan Pelaporan
BagianHumasdan Protokol, terdiri dari :

1) SubBagianHubunganMasyarakat

2) SubBagianProtokol

3) SubBagianTataUsahaPimpinan dan PelayananTamu.
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1.4. SISTEMATIKAPENYAJIAN
Sistematika penulisan Laporan Kinerja Tahunan Sekretariat daerah Provinsi Bengkulu
berpedoman pada Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan reformasi
Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tantang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan
PelaporanAkuntabilitas Instansi Pemerintah, sebagai berikut
Babl PENDAHULUAN
1.1 LatarBelakang
1.2 DasarHukum
1.3 GambaranOrganisasi
1.4 SistematikaPenulisan
Babll PERENCANAAISTRATEGDANPERJANJIAKINERJA
2.1 PerencanaarfStrategis
2.2 PerjanjianKinerja
Bablll AKUNTABILITAKXINERIJIADANKEUANGAN
3.1 PencapaiarKinerja Sasaran

3.2 Akuntabilitas Keuangan

BablVv PENUTUP
4.1 Kesimpulan
4.2 Saran



Laporan Kinerja Tahun 2020
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BENGKULU

Il. PERENCANAANSTRATEGIANPENETAPANKINERJA

2.1. PERENCANAANSTRATEGIS

2.1.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis Perangkat Daerah (RenstraPD) merupakan satu dokumen rencana
resmi daerah untuk mengarahkan pelayanan OPD khususnya dan pembangunan daerah
pada umumnya dengan menerjemahkan dan mengimplementasikan visi dan misi kepala
daerah dan wakil kepala daerah terpilih.Renstra PDadalah dokumen perencanaan OPD
untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra ini mempunyai fungsi sebagai pedoman dan arah
perencanaan pembangunan selama lima tahun untuk mencapai tujuan yang telah

ditetapkan

Secara umum RENSTRA Sekretariat Daerah memuat tentang gambaran pelayanan
Sekretariat Daerah, isgisu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi, visi, misi, tujuan
dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, rencana program dan kegiatan serta pendanaan,
indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang ingin dicapai pada

kurun waktu 5 (lima) tahun.

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2020 disusun berdasarkan Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Tahun 2016 2021 yang berpedoman pada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021. Penyusunan Laporan kinerja ini
berpedoman pada Peraturan Presiden RI Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan ReformasBirokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerp, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah, bahwa setiap entitas akuntabilitas kinerja menyusun dan
menyampaikan laporan kinerja sebagaiwujud pertanggungjawaban dan prestasi kerja

yangdicapaiberdasarkanpenggunaananggaranyangdialokasikan.

Peran Sekretaris Daerah yang dijabarkan pada tugas pokok dan fungsinya mempunyai
kedudukan dan peran sebagai unsur staf Gubernur Bengkulu yang mempunyai tugas
menyiapkan rumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian dalam
penyelenggaraantugas pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan di Provinsi

Bengkulu.
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Selaku unsur staf maka sasaran strategis Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu lebih
mengarah kepada dukungan administratif, koordinasi dan pembinaan menyangkut urusan
otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah,
kepegawaian dan persandian dalam rangka pelaksanaan sasaran strategis Pemerintah
Daerahsebagaimanalitetapkan di dalam RPIM2016-2021.

a. Visi dan Misi

Visi adalah suatu pernyataan yang merupakan ungkapan atau artikulasi dari citra, nilai,
arah organisasi yang ingin diwujudkan sehingga dapat mepmerikan kekuatan, semangat
dankomitmen serta memiliki daya tarik dan dapat dipercaya sebagai pemadu dalam
pelaksanaan aktivitas dalam pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan

sebelumnya.

Sejalan dengan Visi Pemerintah Provinsi Gubernur Bengkulu dan uraian tugas pokok dan

fungsinya,makaVisi Sekretariat DaerahProvinsi Bengkuluadalahsebagaiberikut:

O- ATEAAE PATCAITT A AAIET EOOOAOE AAT O

menuju penyelenggaraan pemerinta han yang baik O

Pernyataanvisi di atasmemuat kata-kata kunci sebagaiberikut:

1. Semakin maju mengelola administrasi pemerintahan.
Sekretariat Daerah sebagai unsur staf dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan
tanggung jawabnya dari waktu ke waktu harus lebitprofesional. Seluruh tenaga staf di
Sekretariat Daerah harus memiliki keahlian dalam menganalisa, menafsirkan, dan
merumuskan dengan jelas masalah yang timbul, mempelajari tindakan-tindakan
penyelesaiannyamenyusun saran dan tindakan konkrit dan mengajukan bahabahan
pertimbangan yang diperlukan pimpinan. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi
tersebut, Sekretariat Daerah harus menjadi teladan, panutan kepada semua unit kerja
yang ada di lingkungan pementah Provinsi Bengkulu, sehingga dapat memotivasi unit
kerja lainnya.

2. Menuju kepemerintahan yang baik.

Konsep kepemerintahan yang baik (good governance) merupakan suatu isu yang paling
strategis dan mengemukadalam mengelola administrasi publik dewasaini. Tuntutan
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terhadap penyelenggaraarkepemerintahan yang baik merupakan hal yang wajar dan
sudah seharusnya direspon oleh Pemerintah dengan melakukan perubahperubahan
pada semua strata. Oleh karena itu Setda Provinsi Bengkulu seara bertahap akan
berupaya menerapkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kepemerintahan yang baik
dalammelaksanakantugasdantanggungjawabnya.

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan

Visi. Misi diartikan sebagai serangkaian cara atau langkahlangkah yang harus

dilakukan guna mencapai Visi. Berdasarkan rumusan visi tersebut, maka Misi

Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu adalalsebagaiberikut:

1. Mewujudkan PenyelenggaraarPemerintahanyangBaik danBersih

2. Optimalisasi Kebijakan Pemerintah dalam Bidang KesejahtaraanMasyarakatdan
PengelolaanSumberDayaAlam

3. Mewujudkan SistemPengelolaan Asetdan APBDyang Akuntabel dan Transparan.

b. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunukkan
tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah
yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan indikator kinerja SKPD selama lima
tahun. Tujuan adaladh pernyataafpernyataan tentang hakthal yang perlu dilakukan
untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memcahkan permasalahan dan menangani isu

strategis daearha yanglihadapi.

Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan
secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam
jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran akan pemperhatikan
inndikator kinerja sesuai tugas dan fungsi OPD atau kelompok saararan yang dilayani,

sertaprofil pelayananyangterkait denganindikator kinerja.

Visi dan Misi hanya dapat dioperasionalkan jika dirumuskan terlebih dahulu ke dalam
bentuk yang lebih nyata dan terarah, berupa tujuan dan sasaran. Tujuan ditetapkan

berdasarkanfaktor-faktorpenentu keberhasilanyangtelah ditetapkan sebelumnya.

Adapun tujuan dan sasaran strategis untuk mencapai Visi dan Misi Sekretariat daerah
Provinsi Bengkulu yang tertuang dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra)

Sekretariat daerah Provinsi BengkuluTahun 2016-2021 adalahsebagai berikut:
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TABEL2.1
TUJUANDAN SASARANSETDAPROVINSIBENGKULU
Misi Tujuan Sasaran
Mewujudkan Meningkatnya tata kelola | Nilai LPPDProvinsi Bengkulu
penyelenggaraan pemerintahan dan
pemerintahan yangbaik dan pembinaan otonomi | PersentaseBatasDaerahyang

bersih

daearah, meningkatnyatata

terselesaikan

kelola pemerintahan yang
baik (good governance) dan

Persentase Pelayanan Bidang
KesejahteraanRakyat

pemerintahan yang bersih
(clean government) serta

Persentase Produk hukum

Daerahyang Terbentuk

meningkatnya pelaporan
akuntabilitas kinerja

Persentase Produk Hukum
Daerahyang didkomuntasika
dandipublikasikan

Nilai komponen pelaporan
SAKIP
Persentase Hasil Penilaian

Mandiri pelaksaanReformasi
Birokrasi

Nilai PelayananPublik Provinsi
Bengkulu

Penyelesaian  Permasalahan
Hukum
Optimalisasi kebijakan | Meningkatnya hasil rumusan | Persentase koperasi yang

pemerintah dalam bidang
kesejahtaraan masyarakat
dan pengelolaan sumber dayg
alam.

kebijakan perekonomian,
BUMDdan SDA

sehat,produk unggulandaerah

Meningkatnya administrasi
perencanaan dan pelaporan
pembangunan daerah serta
layanan pengadaan
barang/jasa

Persentase
Runusan/Rekemndasi dan
Dokumen Kebijakan
PengelolaanSDA

Persentase Kebijakan dan

RegulasiBUMDyangtersusun

PersentaseDokumen Rumusan
Kebijakan Perencanaan

Persentase Rekoemndasi
Kebijakan/Rekomendasi Hasil
Pemantuan Pelaksanaan

Pembangunan
PersentasePengdaaanBarang/
Jasa Pemerintah  Provinsi
Bengkulu
Mewujudkan Meningkatnya kualitas | Persentase peningkatan
PenyelenggaraarPelayanan pelayananumum kualitas pelayanan
Publik yang efektif, efisien, KDH/WKDH dan Sekda
transparan dan akuntabel
Persentase Peningkatan
Kualitas  Pelayanan Tamu
Daerah
Persentase Peningkatan
kulaitas pelayanan

administrasi keuanganSETDA

11
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c. Strategi dan Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu
lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatuujuan, atau merealisasikan
suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan
ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam
pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan
keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat
daerah.
Tabel 2.2
STRATEGIDAN ARAHKEBIJAKAN

Misi : Mewujudkan Penyelenggaraan pemerintah yang Baik dan Bersih
STRATEGI ARAHKEBIJAKAN

Penataandaerahotonomi baru Penataan Daerah (Kabupaten, Kecamatandan
Desa)

PenyelesaiarBatasWilayah Provinsi Bengkulu | Peningkatan penyelesaiantapal batas wilayah
provinsi Bnegkuludenganpihak yangterkait
Penataan, penuasaan, penggunaan dan | Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan

pemanfaatantanah provinsi tanah provinsi

Meningkatkan Skor penilaian dokumen | Meningkatkan kualitas penyusunan laporan
penyelenggaraarpemerintah daerah penyelenggaraarpemerintah daerah
Meningkatankerjasamaantar daerah Membangunkerjasama dengan daerah yang

telah berhasil melaksanakane-Gov
Pembinaan, @ Pemberdayaan perempuan, | Peningkatan pengarustamaan gender dan
perlindungan anak, peran serta dan kesetaraan | perlindungan anak
genderdalampembangunan
Fasilitasi peningkatan nilai-nilai agama di | Peningkatan fasilitasi sarana dan prasarana

masyarakat peribadatan sertakegiatankeagamaan
Membentuk Produk hukum Daerahyang Meningkatkan kualitas penyusunan produk
mendukung Pembangunan Daerah dan | hukum daerahsesuai prosedur dam€mmekanisme
meningkatkan KesejahteraanMasyarakat aturan yangberlaku

Melaksanakan misi penanganan Bantuan | Meningkatkan kualitas penanganan sengketa
hukum dan PemajuanHAM hukum Litigasi dan Non Ligitasi serta pemajuan

HAM Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu
MelaksanakanPublikasi Produk Hukum Daerah | Meningkatan frekuensi publikasi  produk
dan menyampaikan informasi di Bidang | hukum daerahdaninformasi dibidang hukum
Hukum kepada Masyarakat
PenataanKelembagaan PeningkatanPenataanKelembagaan,Evaluasi
OPD,PembinaanOPD,e-Kelembagaandan
EvaluasiJabatan

Meningkatkan Akuntabilitas Sistem | Optimalisasi penerapan sistem akuntabilitas
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kinerja instansi pemerintah

12
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Misi : Optimalisasi Kebijakan Pemerintah
dan Pembangunan

di Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam

STRATEGI

ARAHKEBIJAKAN

Meningkatkan koordinasi dengan OPD teknis
yang relevan dengan pelaksanaan program
pembangunanekonomi dan SumberDayaAlam

Peningkatan Peran serta OPD Teknis untuk
percepatan pelaksanaan Program

pembangunanekonomidan sumber dayaalam

Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi
program pembangunan Ekonomi dan Sumber
DayaAlam

Membangun  sistem e-Monev untuk

meningkatkan kontrol
pembangunanekonomidan sumber dayaalam

terhadap program

Meningkatkan koordinasi rencana penyusunan,
pengendaliandan pengembangankebijakan
program pembangunan

Membentuk Forum koordinasi Perencanaan
dan Pengendalianprogram Pembangunan

Melakukan Kajian Rumusan Kebijakan | Meningkatkan kualitas rumusan kebijakan

PerencanaarProgran PembangunarnDaerah dalam penyusunan perencanan progran
pembangunan

Meningkatkan efektivitas koordinasi | Membangun  sistem e-Monev untuk

monitoring, evaluasi dan pelaporan | meningkatkan kontrol terhadap pelaksanaan

pelaksanaarpembangunan

program pembangunanProvinsi Bengkulu

Meningkatkan pelaksanaan manajemensistem
pengadaan barang/jasa pemerintah secara
elektronik

Meningkatkan ketersediaandata dan informasi
pelaksanaan pengadaan barang dan jasa

pemerintah secara elektronik

Meningkatkan koordinasi pembinaan jasa

kontruksi

Meningkatkan forum koordinasi penyedia jasa
kontruksi daerah

Misi : Mewujudkan Penyelenggaraan Pelayana Publik yang Efektif, Efisien,

Transparansi dan Akuntabel

STRATEGI

ARAHKEBIJAKAN

Meningkatkan sarana dan prasarana kerja
pimpinan daerah dan ASN Sekretariat Daeral
Provinsi Bengkulu

Pengadaan dan sarana dan

prasaranakerja

perbaikan

Meningkatkan Kualitas Sumber daua Manusia
(SDM)ASN

Memperluas kesempatan ASN mengikuti
program pendidikan dan pelatihan

MenyusunSOPRdan SPMPelayananPublik,
Kehumasandan Protokol

Meningkatkan Kkualitas standar
publik, kehumasandan prookol

pelayanan

13
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2.1.2. RencanaKinerja

a. RencanaKinerja Tahunan

Perumusan target kinerja merupaka langkah awal dalam tahapan perencanaan kinerja di
Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu. Target kinerja tersebut selaras dengan arah dan
tujuan yang telah ditetapkan. Target kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu tahu
2020 mengacu kepada target yang ditetapkan dalam Tabel RancanganReviu Renstra
2016-2021 dan menyelaraskan dengan target dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA) Tahun 2020. Dalam penetapan target kinerjanya, Sekretariat Daerah Provinsi
Bengkulu selalu memperhatikan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang merupakan
penjabaran atas Renstra. RKT bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh pelaksanaan
kegiatan terarah dan terfokus terhadap pencapian Renstra. Dalam RKT mengatur
mengenai kebijakan umum dan kebijakan operasional untuk setiap program

penganggararnyangadadi Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu.

b. Program dan Kegiatan

Program didefiniskan sebagi instrumen kebijakan yang berisi satwatau lebih kegiatan
yang dilaksankan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu untuk mencapai sasaran dan
tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, dan/atau kegiatan masyarakat yang

dikoordinasikan.

Sedangkankegiatan didefiniskan sebagaibagian dari program yang dilaksanakanoleh
satuan kerja setingkat Eselon Il yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan
sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk
peralatan dan teknologi, dana, dan/atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis
sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output)

dalam bentuk barang/jasa.

Program Perangkat Daerah merupakan program prioritas RPJMDyang sesuai dengan
tugas dan fungsi OPD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan
pagu per OPD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD selanjutnya
dijabarkan OPD kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas rtersebut.
Pemilihan kegatan kegiatan untuk masingmasing program prioritas ini didasarkan atas

strategi dankebijakan jangkamenengah SKPD.

Adapun Program Kegiatan Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2020 antara lain:

Program- Program Sekretariat Daerah Provinsi Bengkuluahun 2020:
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1  ProgramPelayananAdministrasi Perkantoran

2 ProgramPeningkatanSaranadan PrasaranaAparatur

3 ProgramPeningkatanKapasitasSumberdayaAparatur

4  ProgramPeningkatanPelayananKedinasanKepalaDaerah/Wakil KepalaDaerah

5  ProgramPelayananAdministrasi Perkantoran

6 Program PenataanPeraturan Perundang-Undangan

7  PenanganarBantuanHukum SertaPembinaandan PengawasarHAM dan PPNS

8  ProgramPublikasi Produk Hukum

9  ProgramPelayananAdministrasi Perkantoran

10 Programpeningkatanpengembangarsistem pelaporan capaian kinerjadan keuangan
11 ProgramPeningkatandan PengembangarEkonomi Daerah

12 ProgramPengembangarUsahadan PenanamanModal

13 ProgramPeningkatandan PembinaanPengelolaanSDAHutan dan Lingkungan

14 Program PelayananAdministr asi Perkantoran

15 Pembinaandan Pengembangamdminstrasi PembangunarDaerah

16 ProgramPeningkatanPengawasardan EvaluasiPembangunan

17 ProgramPelayananAdministrasi Perkantoran

18 Program peningkatanpengembangarsistem pelaporan capaiankinerja dan keuangan
19 ProgramPeningkatanAdministrasi PemerintahanUmum

20 ProgramAdministrasi KesejahteraanRakyat

21 ProgramPelayananAdministrasi Perkantoran

22 ProgramPengembangarKinerja DanReformasiBirokrasi

23 ProgramPenataanKelembagaandan Analisis Jabatan

24  ProgramKetatalaksanaanDan PelayananPublik

25 ProgramPelayananAdministrasi Perkantoran

26 ProgramPeningkatanSaranadan PrasaranaAparatur

27 ProgramPeningkatanPelayananKedinasanKepalaDaerah/Wakil KepalaDaerah

28 ProgramPeningkatanPengembangarkKapasitasProtokoler dan Admiinistrasi Umum
29 ProgramPeningkatanPerencanaanPelaporanCapaianKinerja dan KeuanganDaerah
30 ProgramPelayananAdministrasi Perkantoran

31 ProgramPeningkatanSaranadan PrasaranaAparatur

32 Programpeningkatandisiplin aparatur

33 PengelolaanPengadaarBarang/Jasa

34 ProgramPelayananAdministrasi Perkantoran

35 ProgramPeningkatanSaranadan PrasaranaAparatur

36 ProgramPeningkatanPelayananKedinasanKepalaDaerah/Wakil KepalaDaerah
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2.2. PERJANJIANKKINERJA(PK)

Perjanjian kinerja pada dasarnyaadalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan
tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu
tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus
perjanjian kinerja antara lain adahh untuk : meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan
kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi
amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran
organisasi; menciptakan tolakukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan
sebagai dasapemberian reward atau penghargaandan sanksi.

Perjanjian Kinerja Sekretariat DaerahTahun 2020 dapatdilhat padatabel.berikut :

Tabel 2.3
PERJANJIAKINERJA
SEKRETARIADAERAHPROVINSBENGKULUTAHUIZ020

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 2 3 4

1 | Meningkatnya tata kelola Penyusunan  Dokumen Laporan 4 Dokumen
pemerintahandan pembinaan PenyelenggaraarPemerintahanDaerah
otonomi daerah (LPPD)

Fasilitasi dan PenanganarBatasWilayah 10 Kab/Kota
di Provinsi Bengkulu

Fasilitasi Kerjasama, Peningkatan | 10 Kab/Kota
Kualitas dan Peran TKKSD dalam
PelaksanaarKerjasamaDaerah

Fasilitasidan Koordinasi Pemerintahan 100%
Umum

PembinaanPrasaranaAdministrasi 100%
Pertanahan

Fasilitasi,Koordinasi antar Provinsi 100%

Bengkuludan Pemerintah Pusat

SosialisasiPembebasan_ahan 100%
PerluasanRumahFatmawati

Fasilitasi pemilukada 10 Kab/Kota

JumlahKerjasamaDaerah 5 MoU
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Meningkatnya Kebijakan Pembinaan | PelayananPerlindungandanPemahaman | 10 Kab/Kota
dan  Pengendalian di Bidang | PenyelenggaraanPemberangkatardan
KesejahteraanRakyat Ibadah Haji dan Umroh
Koordinasidan SinkronisasiBidang 100%
KesejahteraanRakyat
PeningkatanKualitas MasyarakatBulan 100%
Ramadhan
Kesekretariatan PembinaanKafilah 100%
MTQ/MTQN
PemberdayaarnMasjid Baitul Izzah 12 Bulan
PembinaanBerbasisAgamadi 100%
Lingkungan SetdaProvinsi Bengkulu
Monitoring dan EvaluasiTempatIbadah 10 Kab/Kota
Terselenggaranygelayanan Persentaseadministrasi perkantoran dan 100%
administrasi perkantoran ketatausahaanyangdilaksanakan
Terciptanya Kepastian Hukum Persentase Rancangan Produk Hukum 100%
TerhadapProduk Hukum Daerah, Daerahyangditetapkan
Peraturan Daerah dan Peraturan PersentasePembinaan dan Pengawasan 100%
KepalaDaerahKabupaten/ Kota Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala
DaerahKabupaten/Kota
Tercapainya Penyelesaian Perkara | PersentasePenyelesaiarPerkaralitigasi 100%
Litigasi, Permasalahan Hukum Non .
Litigasi dan Meningkatnya PersentasePer.lyeIe§a|anPermasaIahan 100%
Penghormatan , Perlindungan, HukumNon Litigasi
Pemahaman, Penegakan dan | PersentasePelaksanaandan Pelaporan 100%
PemajuanHAM Provinsi Bengkulu Aksi HAM Provinsi dan Kabupaten/ Kota
Meningkatnyalnformasi di Bidang Jumlah Produk Hukum Daerah yang 100%
Hukum dipublikasikan pada Website JDIH dan
Jumlah Dokumen Hukum yang ditata
padaPerpustakaanHukum
PersentasePelaksanaanSosialisasidan 100%
PenyebaranProduk Hukum
MeningkatnyaEfektifitas Perumusan | TerkendalinyaInflasi di Provinsi 100%
Kebijakan Ekonomi Daerah, BUMD Bengkulu
dan PengelolaanSDA Meningkatnya Jumlah Koperasi yang 100%
Sehat, Meningkatnya Jumlah Penyalura
KURdan Kuota BBM Subsidi
Meningkatnya Jumlah Produk Unggulan 100%
Daerah
Meningkatnya Efektifitas Perumusan 100%
Kebijakan Ekonomi Daerah
Meningkatnya Rekomendasi Kebijakan 100%
Pariwisata Daerah
PersentaseKebijakandan RegulasiBUMD 100%
yangtersusun
PersentaseKebijakandan Regulasi BUMD 100%

yang Tersusun
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8 | MeningkatnyaEfektifitas Pengelolaan | PersentaseRumusan/ Rekomendasidan 100%
Sumber Daya Alam yang Seimbang Dokumen Kebijakan PengelolaanSumber
denganberbasispadaKonservasidan | DayaAlam
LingkunganHidup Nilai Produksi dan Kualitas Produk 100%

Pertanian , Perkebunan dan Perikanan
Meningkat
Rumusan Kebijakan dan Dukungan 100%
Bidang Pertambangandan Energi

9 | Meningkatnyatata kelolakinerja OPD | Nilai Evaluasi SAKIP Biro Adm. 100%
Perekonomiandan SDA
Nilai Evaluasi SAKIP Biro Adm. 100%
Perekonomiandan SDA

10 | Terwujudnya KajianRumusan Persentase Rumusan Kebijakan 90%
KebijakanlmplementasiPerencanaan | Perencanaan = Pembangunan  Yang
Pembangunan Terimplementasi

11 | Meningkatnya Efektifitas dan PersentaseRekomendasiKebijakan Hasil 90%
EfisisensiPelaksanaarPembangunan | PemantauanPelaksanaarPembangunan

PersentaseRekomendasi Hasil Evaluasi 90%
PelaksanaarPembangunan

12 | Terlaksananya Pengadaan Persentase Pengadaan Barang/Jasa 90%
Barang/JasaPemerintah Provinsi Pemerintah ProvinsiBengkulu
Bengkulu

13 | Meningkatnyakualitas pelaporan Nilai komponen pelaporan pada SAKIP 12
kinerja Daerah

14 | Meningkatnyakualitas pelaksanaan Hasil penilaian Mandiri pelaksanaan B
ReformasiBirokrasi ReformasiBirokrasi

15 | Meningkatnya Penerapan Standar | Nilai PelayananPublik Provinsi Bengkulu B
Pelayanan dan Inovasi Pada UKPP
(Unit  Kerja Pelayanan Publik)

Provinsi Bengkulu dan tersusunnya PersentaseUPTD/CabangDinasyang 100%
SORUPTD/ Cabang Dinas menyusunSOP

16 | MeningkatnyaPenataanKelembagaan | PersentaseOPD yang disusun Regulasi 100%
PerangkatDaerah StandarProfesionalismeASN

17 | MeningkatnyaTataKelolaKinerja Nilai LAKIP Sekretariat Daerah Provinsi B
OPD Bengkulu

18 | MeningkatnyaPelayanan Nilai hasil survey Kepuasan Pelayanan 80%
Keprotokolan TamuDaerah

19 | MeningkatnyaPelayanan Nilai hasil survey Kepuasan Pelayanan 80%
KerumahtanggaarKDH,WKDHdan Kerumahtanggaan KDH, WKDH dan
Sekda Sekda

20 | MeningkatnyaPelayananAdministrasi | PersentaseSerapanAnggaranSekretariat 90%
KeuanganSekretariat Daerah Nilai hasil survey Kepuasan Pelayanan 80%

Administrasi Sekretariat

Daerah

Keuangan
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- [1l. AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN -

Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu merupakan perwujudan

kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaanmisi Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu dalam mencapai tujuan dan

sasaranyangtelah ditetapkan secaragperiodik.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada dasarnya merupakan instrument
yang digunakan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu adalam memenuhi
kewajiban untuk memepertanggungjawabkankeberhasilan dan kegagalan pelaksanaan
visi yang terdiri dari beberapa komponen yang merupakan satu kesatuan yaitu

perencanaanstrategis, perencaankinerja, pengukurankinerja dan pelaporankinerja.

3.1 Pencapaian Kinerja Sasaran
Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kegiatan merupakan
prasyarat mutlak bagi pengukuran kinerja. Kelompok indikator tergantung dari
indkator yang digunakan untuk mengukur sasaran bervariasi tergantung jenis
indikator sasarannya, sedangkan kelompok indikator kinerja yng digunakan untuk

mengukur kegaiatanadalahinput, output dan outcome.

Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2020 berdasarkan Perjanjian Kinerja
(PK) memiliki 20 sasaran dengan 51 indikator kinerja sasaran serta targetnya
masing-masing. Pencapaian kinerja sasaran strategis dilakukan dengan cara
membandingkan antara target Indikator kinerja dengan capaian indikator kinerja.
Akumulasiindikator kinerja tersebut menjadipencapaianindikator sasaran.

Tingkat capaian kinerja setiap sasaran yang ada dan target indikator kinerja
Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2020 berdasarkan data yang ada
sebesar 92,84%, sedangkan dari hasil yang didapat pengukurannya dapat

diilustrasikan sebagaiberikut :
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Tabel 3.1
INDIKATORKINERJASASARAN

Sasaran 1. MeningkatnyaTataKelolaPemerintahandan PembinaanOtonomi Daerah

Realisasi
. Target % Capaian
Uraian Satuan B Talhum Talhui B
2019 2020
Jumlah Penyusunan Dokumen Laporan | Dokumen 4 1 6 100
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(LPPD)
2. JumlahFasilitas dan PenangananBatas Kab/Kota 10 10 10 100
Wilayah di Provinsi Bengkulu
3. Jumlah Fasilitasi Kerjasama,Peningkatan Kab/Kota 10 - 10 100
Kualitas dan Peran TKKSD dalam
PelaksanaarKerjasamaDaerah
4. Fasilitasidan Koordinasi Pemerintahan Laporan 10 - 10 100
Umum
5. Pembinaan Prasarana  Administrasi | Kegiatan 6 - 6 100
Pertanahan
6. Fasilitasi, Koordinasi antar | Laporan 1 - 1 100
Provinsi Bengkuludan Pemerintah Pusat
7. Sosialisasi Pembebasan Lahan | Kegiatan 10 - 0 0
PerluasanRumahFatmawati
8. Fasilitasi Pemilukada Kab/Kota 10 - 10 100
9. JumlahKerjasama Daerah MoU 5 - 6 100
Persentas&€apaian Sasaranni adalah 88,88

Sasaran meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pembinaan otonomi daerah, didukung

olehindikator :

- Jumlah penyusunandokumen laporan penyelenggaraanpemerintahan daerah (LPPD),
dengan pelaksanaan kegiatampenyusunan dokumen penyelenggaraan daeradengan
output capaian kinerja berupa LPPD, monitoring penyusunan LPPD kabupaten/kota
(Agregasi) dengan target 4 kabupaten/kota yang dimonitoring, dengan realisasi 4
Kabupaten Kota yang dimonitorng sesuai dengan target atau pencapaian 100%elapun
output yang dicapai pada kegiatan ini adalal dokumen yaitu LPPD Provinsi, LPPD
Kabupaten/Kota, laporan penerapan SPM Provinsi, laporan penerapan SPM

Kabupaten/Kota. Capaian kinerja terealisasi 100% pada triwularkedua dibulan Juni

tahun 2020.
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Jumlahfasilitas dan penangananbataswilayah di ProvinsiBengkulu.

Pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan penanganan batas wilayah Bengkulu dan output
capaian kinerja berupa jumlah segmen penanganan batas wilayah dengan target 2
segmen. Yaitu antara Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kaupaten Seluma, antara
Kabupaten Rejang Lebong dengan Kabupaten Kepahiang, dalam arti bahwa capaian
kinerja sebesar 100% dengan pelaksanaan sisa fasilitasi hanya pada 4 Kabupaten/Kota
saja karena untuk 6 kabupaten/kota sudah dilaksanakan/terealisasi pada tahutahun

sebelumnya.

Jumlahfasilitasi dan penangananbataswilayah di ProvinsiBengkulu.

Pelaksanaan kegiatan jumlah fasilitasi kerjasama, peningkatan kualitas dan peran
TKKSD dalam pelaksanaan kerjasama daerah dengan output capaian kinerja berupa
terselenggaranya fasilitasi MoU (kerjasama daerah) target kinerja 10 Kabupaten/Kota
dengan 6 MouPada tahun 2020 capaian kinerja terealisasi 2 MoU pemerintah provinsi
dengan pemerintah provinsi lain, 2 Mou pemerintah provinsi dengan BUMN, 2 MoU
pemerintah provinsi dengan swasta. MoU ini memiliki dampak dan manfaat pada 10

kabupaten/kota sehinggacapaiankinerja sebesar100%.

Fasilitasidan koordinasipemerintahanumum.

Pelaksanaankegiatan fasilitasi dan koordinasi pemerintahan umum dengan output
capaian kinerja berupa jumlah fasilitasi dan koordinasi pemerintahan umum jumlah
yang ditargetkan 100%, dengan realisasi dalam bentuk 10 laporan kegiatan yang
dilaksanakan pada 10 kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu. Dengan capaian hasil

realisasi tersebutmakatercapai 100% capaiankinerja di tahun 2020.

Pembinaanprasaranaadministrasifisik dan pertanahan.

Pelaksanaan kegiatan pembinaan prasarana fisik dan administrasi pertanahan dengan
output capaian kinerja berupa jumlah fasilitasi penyelesaian konflik pertanahan. .,.
Kegiatan ini memiliki enam (6) target yang harus diselesaikan pada tahun 2020. Sampai
dengan akhir tahun 2020 fasilitasi penyelesaian konflik sebanyak 6kali yaitu 3 kali
terkait HGU di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, Pada triwulan kedua terealisasi
kinerja yang data dan 3 kali pembebasan Lahan Jalan Tol di wilayah Kota Bengkulu dan
Kabupaten Bengkulu Tengah. Dengan demikian fasilitasi penyelesaian konflik

pertanahantercapai 100% capaiarkinerja yangtelah ditargetkan.
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- Fasilitasi,koordinasi antar ProvinsiBengkuludan PemerintahPusat.
Pelaksanaankegiatan fasilitasi, koordinasi antar Provinsi Bengkulu dan Pemerintah
Pusat dengan output capaian kinerja jumlah fasilitasi dan koordinasi kepala daerah
sebagai anggota APPSI. Pada kegia ini mempunyai target 1 kali pelaksanaan fasilitasi
dan koordinasi kepala daerah sebagai anggota APPSI yaitu dapat terlaksana dan
diselesaikan pada triwulan ke 3 berupa 1 laporan setoran iuran anggota APPSI, sehingga

target dapat terealisasi 100%.

- FasilitasiPemilukada.
Kegiatan fasilitasi pemilukada dengan output capaian kinerja jumlah fasilitasi
pengesahan pengangkatan dan pemberhentian pejabat negara, jumlah ijin perjalanan
kepala/wakil daerah. Kegiatan ini mempunyai target 15 fasilitasi berupa 6 fasilitasi
pengurusan SK PAW DPRD, 9 surat cuti kepala daerah pada saat pilkada untuk setiap
kabupaten/kota yang ada di Provinsi Bengkulu. Dengan demikian capaian targegtbesar
100%.

Tabel 3.2
INDIKATORKINERJASASARAN

Sasaran? : Meningkatnya Kebijalan, Pembinaan dan Pengendalian di Bidang Kesejahteraan

Rakyat
Realisasi .
Uraian Satuan Target % Capaian
2020 Tahun Tahun 2020
2019 2020
1. Pelayanan, Perlindungan dan Kab/Kota 10 - 10 100
Pemahaman Penyelenggaraan,
Pemberangkatan dan Ibadah Haji dan
Umroh
2. Koordinasi  dan SinkronisasiBidang Laporan 10 - 10 100
KesejahteraanRakyat
3. PeningkatanKualitas Masyarakat Laporan 10 - 10 100
Bulan Ramadhan
4. Kesekretariatan Pembinaan Kafilah Kegiatan 1 - 1 100
MTQ/MTQN
5. PemberdayaanMasjid Baitul I1zzah Bulan/ Kali 12 - 12 100
6. Pembinaan Berbasis Agama di Kegiatan 1 - 0 0
Lingkungan SetdaProvinsi Bengkulu
7.Monitoring dan Evaluasi Kab/Kota 10 - 10 100
Tempatlbadah
Persentasé€apaian Sasaranini adalah 85,71

Sasaranmeningkatnya kebijakan, pembinaan dan pengendalian di Bidang Kesejahteraan

Rakyat,didukung olehindikator sebagai berikut
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- Pelayanan, perlindungan dan pemahaman penyelenggaraan, pemberangkatan dan ibadah
haji danumroh.
Pelaksanaan kegiatan pelayanan, perlindungan dan pemahaman penyelenggaraan,
pemberangkatan dan pemulangan ibadah haji dan umroh, dengan target terpilihnya 11
orang Tim Pembimbing Haji Daerah. Dalam pencapaian hasil kegiatan dengan tahapan
pada triwulan kedua terpilih 11 orang tim pendamping haji daerah yang akan
i AT AET AET ¢ AAT 1 A1l AUATE EAI ABAE EAEE DAAA ¢
sehingga dapat tercapai 100% capaian kinerja. Namun demikian terjadi penundaan
pelaksanaan ibadah haji dari KementerisAgama Rlpada saattahapan pelaksanann

seleksiTPHD telah selesaililaksanakan.

- Koordinasi dan sinkronisashidangkesejahteraanrakyat.
Pelaksanaan kegiatan fasilitasi koordinasi bidang kesejahteraan rakyat jumlah
mempunyai target 10 fasilitasi pencapaian kinerja pada kegiatan ini diukur dengan
jumlah laporan kegiatan fasilitasi dan koordinasi serta survey bantuan bidang
kesejahteraan rakyat pada 10 kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu. Pada tahun 2020
capaian kinerja mencapail00 % yaitu 10 laporan fasilitasi seluruh kabupaten/kota

dalam ProvinsiBengkulu.

- Peningkatankualitas masyarakatBulan Ramadhan.
Pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas masyarakat bulan ramadhan, yang
mempunyai target 100% pencapaian kinerja pada kegiatan ini diukur dengan
tercapainya jumlah laporan persiapan pelaksanaan safari ramadhan serta kunjungan ke
Masjid-masjid di 10 kabupaten/kota se Provinsi Bengkulu, dengan pencapaian sebanyak

10 kabupaten/kota sehinggadapattercapai 100% dari target yangtelah ditetentukan.

- Kesekretariatanpembinaankafilah MTQ/MTQN.
Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan pembinaan kafilah MTQ/MTQN yang mempunyai
target 7 cabang 35 golongan, pencapaian kinerja pada kegiatan ini adalah fasilitasi dan
pendampingan kafilah MTQ Provisi Bengkulu, jumlah lomba yang diikuti selama MTQ
provinsi, dan jumlah kafilah Provinsi Bengkulu yang mengikut MTQ nasional di Provinsi
Sumatera Barat. Sampai pad#&riwulan keempat dapat dilaksanakan semua kegiatan

tersebut sehingga,dengandemikian target capaiankinerja 100%.
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- PemberdayaarMasjid Baitul 1zzah.
Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Masjid Raya Baitul 1zzah mempunyai target 100%
yang dilaksanakan selama 12 bulan atau setahun, pencapaian kinerja pada kegiatan ini
adalah terselenggaranya pembayaran honor perangkat masjid dan biaya operasional
kegiatan Masjid Baitul Izzah selama 12 bulardengan demikian target capaian kinerja

tercapai 100%.

- Monitoring dan evaluasidanahibah tempatibadah
Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi dana hibah tempat ibadah yang
mempunyai target 100% pencapaian kinerja pada kegiatan ini diukur dengan
tercapaianya output kegiatan berupa survey proposal bantuan masjid, pada 10

Kabupaten/kota se Provinsi Bengkulucapaiankinerja tercapai 100%.

Tabel 3.3
INDIKATORKINERJASASARANS

Sasaran 3. Terselenggaranygelayananadministrasi perkantoran

Target Realisasi %
Uraian Satuan 2020 Tahun | Tahun Capaian
2019 | 2020 | 2020
1. Persentase administrasi | % 100 - 100 100
perkantoran dan ketatausahaan
yangdilaksanakan
Persentasé€apaian Sasaranini adalah 100

Sasaran Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran, didukung oleh indikator
Persentase administrasi perkantoran dan ketatausahaan yang dilaksanakan dengan
pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan administrasi tata usaha, sarana dan prasarana biro
yang mempunyai target 100% dalam bentuk persentase administrasi perkantoran dan
ketatausahaan yang dilaksanakan, tertib surat masuk, surat keluar, berkas kepegawaiamda
bertambah inventaris kantor. Sampai dengan triwulan keempat, capaian kinerja pada

kegiatanpenyelenggaraaradministrasi tata usaha,sarandan prasaranabiro tercapai 100%.
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Tabel 3.4
INDIKATOR KINERJASASARAM

Sasaran 4. Terciptanya KepastianHukum Terhadap Produk Hukum Daerah,Peraturan
Daerahdan Peraturan KepalaDaerah Kabupaten/Kota

Realisasi %
. Target .
Uraian Satuan 2020 Capaian
Tahun | Tahun 2020
2019 2020
1. Persentase Rancangan Produk % 100 - 100 100
Hukum Daerahyang ditetapkan
2. Persentase Pembinaan dan % 100 - 90 90
Pengawasan Peraturan Daerah dal
Peraturan Kepala Daerah
Kabupaten/Kota
Persentas€Capaian Sasaranini adalah 95

Sasaran terciptanya kepastian hukum terhadap produk hukum daerah, peraturagaerah

dan peraturan kepaladaerah kabupaten/kota,didukung oleh indicator ;

- Persentaserancangan produk hukum daerah yang ditetapkan, dengan pelaksanaan
kegiatan pengkajian dan fasilitasi produk hukum kabupaten/kota mempunyai target
100% dalam bentuk 75 dokumen. Output capaian kinerja pada kegiatan ini diukur
dengan terbentuknya peraturan daerah dan pertauturan kepala daerah kab/kota sesuai
dengan perturan perundang-undangan. Tahapan dalam pencapaian kinerja tersebut
adalah sebagai berikut : Pada triwulan pertama tercapai 15 dokumen, triwulan kedua
tercapai 25 dokumen, triwulan ketiga 30 dokumen, pada triwulan terakhir 18 dokumen,
sehinggapadakegiatanini dapattercapai 100% capaiankinerja yangsudahditargetkan.

- Peasentase pembinaan dan pengawasan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
kabupaten/kota, denganpelaksanaankegiatansebagai berikut :

1) Kegiatan pembinaan dan monitoring pelaksanaan keputusan kepala daerah terkait
penyelenggaraan pemerintahan kab/kota se Provinsi Bengkulu. Output capaian
kinerja pada kegiatan ini adalah terselenggaranya pembinaan dan monitoring
pelaksanaan Keputusan Gubernur yang mempunyai target 100% dalam bentuk 10
laporan.

2) Kegiatan penyusunan program pembentukan peraturan daerah, program
pembentukan peraturan gubernur dan fasilitasi Peraturan Gubernur Bengkulu,
Output capaian kinerja pada kegiatan ini adalah terbentuknya penyusunan program
pembentukan peraturan daerah dan program pembentukan peraturan gubernur di
Provinsi Bengkulu tahun 2020, yang mempunyai target 100% dalam bentuk 30
Pergub, dan realisasi sebanyak8 pergub yang dihasilkan. Sehingga capaian kinerja
kegiatanini dapattercapailebih dari 100%.
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3) Kegiatan perencanaan dan fasilitasi penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu.
Output capaian kinerja pada kegiatan ini adalah terbentuknya 10 (sepuluh) Peraturan
Daerah Provinsi Bengkulu tahun 2020, terselenggaranya payung hukum dalam
penyelenggaraanpemerintahan daerah, yang mempunyai target 100% dalam bentuk
14 perda.

4) Kegiatan harmonisasi keputusan keputusan kepala daerah dan keputusan bersama
kepala daerah. Output capaian kinerja pada kegiatan ini adalah terlaksananya
harmonisasi keputusan gubernur,yang mempunyai target 100% dalam bentuk 380
keputusan gubernur. Pada kegiatan ini dapat tercapai 500 keputusan gubernur
sehinggalebih dari 100% capaiankinerja dari yangsudahditargetkan.

5) Kegiatan penyusunan dan pengkajian keputusan Gubernur Bengkulu tentang evaluasi
raperda kabupaten/kota. Output capaian kinerja pada kegiatan ini adalah
terlaksananya penyusunan dan pengkajian keputusan gubernur tentang evaluasi
raperda kab/kota tentang APHED, APBDP,retribusi daerah, tata ruang, dan RPJMD
kab/kota se-Provinsi Bengkulu, yang mempunyai target 100% dalam bentuk 30
keputusan gubernur. Pada kegiatan ini dapat tercapai 500 keputusan gubernur
sehinggacapaiankinerja melebihi target yangsudahditetapkan.

6) Kegiatan laporan hasil monitoring evaluasi peraturan daerah dan peraturan kepala
daerah kab/kota. Output capaian kinerja pada kegiatan ini adalah laporan hasil
monitoring evaluasi peraturan daerah dan peraturan kepala daerah kab/kota, yang
mempunyai target 100% dalam bentuk 75 dokumen. Pada kegiatan ini dapat tercapai

88 dokumen sehingga capaiarkinerja melebihi target yangsudahditetapkan.

Tabel 3.5
INDIKATORKINERJASASARAMN

Sasaran 3. Tercapainya penyelesaian perkara litigasi, permasalahamukum non litigasi
dan meningkatnya penghormatan, perlindungan, pemahaman, penegakan
dan pemajuanHAM Provinsi Bengkulu

_ Target Realisasi % .
Uraian Satuan 2020 Th. Th. ngg(l)an
2019 2020
1. Persentase penyelesaian % 100 - 100 100
perkara litigasi
2. Persentase penyelesaian % 100 - 90 90
permasalahan hukum non
litigasi
3. Persentase pelaksanaan dan % 100 - 100 100
pelaporan aksi HAM provinsi
dan kabupaten/kota
Persentas&Capaian Sasaran 96,66
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Tercapainya sasaran penyelesaian perkara litigasi, permasalahan hukum non litigasi dan
meningkatnya penghormatan, perlindungan, pemahaman, penegakan dan pemajuan

HAM Provinsi Bengkulu, didukungoleh indikator :

- Persentase penyelesaian perkara litigasi, dengan pelaksanaan kegiatan penyelesaian
sengketahukum dan bantuan hukum kepada pemerintah daerah yang mempunyai
target 10 sengketa Output capaian kinerja pada kegiatan ini adalah dilaksanakannya
penyelesaian segketa hukum dan bantuan hukum kepada pemerintah daerah. Pada
kegiatan ini dapat tercapai 8 sengketa, tercapai 80% capaian kinerja dari target yang

sudahditetapkan.

- Persentase penyelesaian permasalahan hukum non litigasi, dengan pelaksanaan
kegiatan:

U Penanganan permasalahan hukum non litigasi Pemerintah Provinsi Bengkulu
yang mempunyai target 10 kabupaten/kota. Output capaian kinerja pada
kegiatan ini adalah terlaksananya penanganan permasalahan hukum non litigasi
di Provinsi Bengkulu. Pada kegiatan ini dapat tercapai 10 kabupaten/kota
sehinggal00% capaiankinerja dari target yangtelah ditetapkan.

U Monitoring dan pelaporan penanganan perkara dan bantuan hukum
kabupaten/kota di provinsi Bengkulu, yang mempunyai target 10
kabupaten/kota yang dimonitoring. Output capaian kinerja pada kegiatan ini
adalah laporan penanganan perkara dan bantuan hukum kab/kota di Provinsi
Bengkulu, pada kegiatan ini dapat tercapai 10 kabupaten/kota yang dimonitoring

sehingga80% capaiankinerja yangsudahditargetkan.

- Persentasepelaksanaan dan pelaporan aksi HAM provinsi dan kabupaten/kota;
pelaksanaan Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi PelaksanaanRanham Di Provinsi
Bengkulu yang mempunyai target 10 kabupaten/kota yang dimonitoring dan
dievaluasi. Output capaian kinerja pada kegiatan ini adalah tersedianya data
pelaksanaan ranham di Provinsi Bengkulu, pada kegiatan ini dapat tercapai 15
kabupaten/kota yang dimonitoring dan dievaluasi sehingga tercapai 100% capaian

kinerja yangsudah ditargetkan.

27



Laporan Kinerja Tahun 2020
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BENGKULU

Tabel 3.6
INDIKATORKINERJASASARAN

Sasaran 6. Meningkatnyalnformasi di BidangHukum

Realisasi %
Uraian Satuan el Th Th Capaian
2020 : :
2019 2020 2020
1. Persentase Penyelesaian Perkara % 100 - 90 90
Jumlah Produk Hukum Daerah
yang dipublikasikan pada Website)
JDIH Pemerintah Provinsi
Bengkulu dan Jumlah Dokumen
Hukum vyang ditata pada
PerpustakaanHukum
2. PersentasePelaksanaanSosialisasi % 100 - 90 90
dan Penyebaran
Persentas&apaian Sasaranini adalah 90

SasaranMeningkatnyalnformasi di BidangHukum, didukung olehindikator :

Persentase penyelesaian perkara jumlgiroduk hukum daerah yang dipublikasikan
pada Website JDIH Pemerintah Provinsi Bengkulu dan jumlah dokumen hukum yang
ditata pada perpustakaan hukum; dengan pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan
penyebaran produk hukum, yang mempunyai target berupa 150 peserta. Output
capaian kinerja pada kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman masyarakat
terhadap hukum pencapaian kinerja pada kegiatan ini diukur dengan persentase

capaiankinerja sebesarl00% dari target yangtelah ditentukan yaitu 150 peserta.

Persentasepelaksanaan sosialisasidan penyebaran; dengan pelaksanaan kegiatan
pengelolaan SJDIH, dengalarget 100% berupa 10 produk hukum daeratOutput
capaian kinerja pada kegiatan ini adalah persentase produk hukum yang
dipublikasikan, jumlah produk hukum daerah yang dipublikasikan secara online pada
website JDIH Pemerintah Provinsi Bengkulu, serta tertatanya buku-buku
perpustakaan hukum, pencapaian kinerja pada kegiatan ini diukur dengan persentase

sebesarl00% dari target yangtelah ditentukan.
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Tabel 3.7

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BENGKULU

INDIKATORKINERJASASARAN

Sasaran 7. Meningkatnya efektifitas perumusan kebijakan ekonomi daerah,BUMDdan

pengelolaanSDA
Target Realisasi %
Uraian Satuan 2020 Th. ™. ngg(l)an
2019 2020

1. Terkendalinya Inflasi di % 100 - 100 100
Provinsi Bengkulu

2. Meningkatnya Jumlah % 100 - 100 100
Koperasi yang Sehat,
Meningkatnya Jumlah
Penyaluran KUR dan Kuota
BBMSubsidi

3. MeningkatnyaJumlah Produk % 100 - 100 100
UnggulanDaerah

4. Meningkatnya Efektifitas % 100 - 100 100
Perumusan Kebijakan
Ekonomi Daerah

5. Meningkatnya Rekomendasi % 100 - 100 100
Kebijakan Pariwisata Daerah

6. Persentase Kebijakan dan % 100 - 100 100
RegulasiBUMDyangtersusun

7. Persentase Kebijakan dan % 100 - 100 100
RegulasiBUMDyangtersusun

Persentas&€apaian Sasaranini adalah 100

Sasaran Meningkatnya efektifitas perumusan kebijakan ekonomi daerah, BUMD dan

pengelolaanSDA didukung oleh indikator :

- Terkendalinya inflasi di Provinsi Bengkuldengan pelaksanaan kegiatan fasilitasi tim
pengendalian yang mempunyai target 2 dokumen, dengan pencapaian kinerja pada

kegiatanini diukur dengan persentasesebesar 100%.

- Meningkatnya jumlah koperasi yang sehat, meningkatnya jumlah penyaluran KUR dan
kuota BBM subsidigengan pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Pengembangan Koperasi
dan UMKM serta Pengendalian, Pemantauan Dalam Rangka Pengawasan &eran
BBM Subsidi dan GasElpiji yang mempunyai target 2 dokumen atau data Koperasi
dan UKM se Provinsi Bengkulu, data realisasi penyaluran KUR di Provinsi Bengkulu

serta datarealisasipenyaluran BBM Subsidi danGas Elpijidi Provinsi Bengkulu.
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- Meningkatnya jumlah produk unggulan daerah;, dengan pelaksanaan kegiatan
Fasilitasi Forum Pengembangan Ekonomi Daerah yang mempunyai target 1 dokumen
Produk unggulan daerah, pencapaian kinerja pada kegiatan ini diukur dengan

persentasesebesarl00%, dengantercapaianyal dokumen produk unggulan.

- Meningkatnya efektifitas perumusan kebijakan ekonomi daeratlengan pelaksanaan
kegiatan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Bengkulu
mempunyai target 1 dokumen rekomendasi dan dokumen percepatan akses
keuangan daerah Provinsi Bengkulu, pencapaian kinerja pada kegiatan ini diukur

denganpersentase sebesal00%, dengarntercapainyal dokumen.

- Meningkatnya rekomendasi kebijakan pariwisata daerah; dengan pelaksanaan
kegiatan sinergitas pengembangan objek wisata unggulan yang mempunyai target 1
dokumen atau data pengembangan objek wisata daerah di Provinsi Bengkulu
pencapaian kinerja pada kegiatan ini diukur dengan persentase sebesar 100%,

dengantercapainya 1dokumen.

- Persentae kebijakan dan regulasi BUMD yang tersuswiengan pelaksanaan kegiatan
penatausahaan dan kearsipan biro administrasi perekonomian dan SDA, yang
mempunyai target 6 jenis pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan dan
jumlah arsip dan aset yang dilakukan penataan pada Biro Administrasi dan SDA.
Pencapaian kinerja pada kegiatan ini diukur dengan persentase sebesar 100%, yakni
tercapai 6 jenis pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan dan jumlah

arsip dan aset yangditata pada Biro Administrasi dan SDA.

Tabel 3.8
INDIKATORKINERJASASARANS

Sasaran 8. Meningkatnya efektifitas pengelolaansumber daya alam yang seimbang
denganberbasispadakonservasidan lingkungan hidup

Realisasi 0 i
Uraian Satuan 'I'Za(;ggt % Cztggglan
Th.2019 | Th.2020
1. Persentase % 100 - 100 100
Rumusan/Rekomendasi  dan
Dokumen Kebijakan
PengelolaanSumberDayaAlam
2. Nilai Produksi dan Kualitas % 100 - 100 100
Produk Pertanian, Perkebunan
dan PerikananMeningkat
3. Rumusan Kebijakan dan % 100 - 100 100
Dukungan Bidang
Pertambangandan Energi
Persentasé€apaian Sasaranini adalah 100
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Sasaran Meningkatnya efektifitas pengelolaan sumber daya alam yang seimbang

denganberbasis padakonservasi danlingkungan hidup, didukung oleh indikator :

- Persentase rumusan/rekomendasi dan dokumen kebijakan pengelolaan sumber daya
alam; dengan pelaksanaan kegiatan fasilitasi peningkatan kerjasama dalam bidang
lingkungan hidup dan kehutanan yang mempunyai target 1 dokumen fasilitasi dan
kerjasamadalam bidang lingkungan hidup dan kehutanampencapaian kinerja pada
kegiatan ini diukur dengan persentase sebesar 100% dengan tercapainya 1

dokumen fasilitasi dan kerjasamadalam bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

- Nilai produksi dan kualitas produk pertanian, perkebunan dan perikanan meningkat;
dengan pelaksanaan kegiatan fasilitasi peningkatan kerjasama dalam bidang
pertanian, perkebunan, perikanalyang mempunyai target 1 dokumen fasilitasi &
kerjasama dalam bidang pertanian, perkebunan, perikanan pencapaian kinerja

sebesarl100%.

- Rumusan kebijakan dan dukungan bidang pertambangan dan energy, dengan
pelaksanaan kegiatan fasilitasi peningkatan kerjasama dalam bidang pertambangan
dan energi yang mempunyai target 1 dokumen fasilitasi & kerjasama dalam bidang
pertambangan dan energi pencapaian kinerja pada kegiatan ini diukur dengan
persentase sebesar 100%, dengan tercapainya 1 dokumen fasilitasi & kerjasama

dalam bidangpertambangandan energi.

Tabel 3.9
INDIKATOR KINERJASASARAND

Sasaran 9. MeningkatnyaTataKelolaKinerja OPD;

Target Realisasi %
Uraian Satuan 2020 Th Th Capaian
2019 | 2020 | 2020
1. Nilai Evaluasi SAKIP Biro | % 100 - 100 100
Adm. Perekonomian dan
SDA
Persentasé€apaian Sasaranini adalah 100
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Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Kinerja OPD pada Biro Organisasi didukung dengan
indikaor Nilai Evaluasi SAKIPBiro Adm. Perekonomian dan SDA dengan target kinerja
100 % denganrealisasisebesar 100%.

Tabel 3.10
INDIKATORKINERJASASARANDO

Sasaran 10.
Terwujudnya Kajian RumusanKebijakanImplementasi PerencanaarPembangunan
_ Target Realisasi % _
Uraian Satuan 2020 Th. Th. Capaian
2019 | 2020 | 2020
1. Persentase Rumusan| % 90 - 90 100
Kebijakan Perencanaan
Pembangunan yang
Terimplementasi
Persentasé€apaian Sasaranini adalah 100

Meningkatnya tata kelola kinerja OPD, didukung oleh indikatoPersentase Rumusan
Kebijakan Perencanaan Pembangunan yang terimplementasi dengan pelaksanaan
kegiatan koordinasi analisis capaian kinerja pembangunan daerah, jumlah dana kegiatan
dengan target 1 laporan dan 1 dokumen rumusan kebijakan, perencanaan serta hasil
analisa pelaksmaan pembangunan yang terimplementasi jumlah pelaksanaan kegiatan
pembangunan yang dilakukan pengawasan untuk dievaluasaporan analisis capaian
kinerja pembangunandaerah.

Pencapaian kinerja pada kegiatan ini diukur dengan persentase sebesar 90% dengan

terealisasisemua target yandelah ditentukan.

Tabel 3.11
INDIKATORKINERJASASARAN 1

Sasaran 11.
Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi PelaksanaarPembangunan
Target Realisasi %
Uraian Satuan 2020 . ™. nggé)an
2019 2020
1. Persentase Rekomendasi| % 90 - 90 90
Kebijakan Hasil Pemantauan
PelaksanaarPembangunan
2. Persentase Rekomendasi| % 90 - 920 90
Hasil Evaluasi Pelaksanaan
Pembangunan
Persentas&Capaian Sasaranini adalah 100
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SasaranMeningkatkan Efektifitas dan Efisiensi PelaksanaanPembangunan,didukung

olehindikator :

PersentaseRekomendasiKebijakan Hasil Pemantauan Pelaksanaan Pembangunan
dengan pelaksanaan kegiatan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
pembangunan daerah dengan target 4 laporan monitoring, pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan pembangunan daerah pencapaian kinerja pada kegiatan ini diukur
dengan persentase sebesar 90%. Hambatan dalam proses pencapaian kinerja pada
kegiatan ini adalah dalam proses pengumpulan data realisasi fisik dan keuangan yang
nantinya digunakan sebagai dasar evaluasi dan monitoring terkendala dengan

banyaknyaOPD yandidak rutin menyampaikanlaporan.

Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan dengan
pelaksanaan kegiatan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
pembangunan kewilayahan dengan target capaian kinerja 4 laporan monitoring,
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan kewilayahan pencapaian
kinerja pada kegiatan ini diukur dengan persentase sebesar 98.86%. Dalam
pelaksanaan kegiatan khususnya pada proses pengumpulan data yang akan
digunakan sebagai bahan monitoring dan evaluasi dilapangan masih ada beberapa
OPD yang terlambat/tidak rutin menyampaikan data yang diminta sehingga proses

monitoring dan evaluasidilapanganterhambat tidak tepat waktu.

Tabel 3.12
INDIKATORKINERJASASARAN 2
Sasaran 12.
TerlaksananyaPengadaarBarang/JasaPemerintah Provinsi Bengkulu
Target Realisasi %
Uraian Satuan 2020 Tahun Tahun C;gg(l)an
2019 2020
1. Persentase Pengadaan % 90 - 90 90
Barang/Jasa Pemerintah
Provinsi Bengkulu
Persentas&€apaian Sasaranini adalah 100

SasaranTerlaksananyaPengadaanBarang/JasaPemerintah Provinsi Bengkulu,
didukung oleh indikator :
- Persentase pengadaan barang/jasa Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan

pelaksanaarkegiatan :
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1) Pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa dengan target 1 laporan
pembinaan kelembagaan pengadaan barang/jasa pencapaian kinerja pada
kegiatan ini diukur dengan persentase sebesar 28.16%, hambatan dalam
pencapaian kinerja pada kegiatan ini adalah SDM pada sub Pembinaan dan
Advokasi belum ada yang memiliki kompetensi pengadaan, Lembaga UKPBJ
belum berbentuk Biro sebagaimana diamanatkan Peraturan Perundang
undanganyangberlaku serta Jumlah Dangyangbelum mencukupi.

2) Pendampingan, konsultasi dan bimtek pengadaan barang/jasa UKPBJ
Pemerintah Provinsi Bengkulu, dengan target 1 laporan pendampingan,
konsultasi dan bimtek pengadaan barang/jasa UKPBJpemerintah provinsi
Bengkulu, pencapaian kinerja pada kegiatan ini diukur dengan persentase
sebesar 100%. Hambatan dalam pencapaian kinerja pada kegiatan ini adalah
Lembaga UKPBJ belum berbentuk Biro sebagaimanadiamanatkan Peraturan
perundangan yang berlaku. Jumlah Dana yang belum mencukupi UKPBJ belum
terlibat dalam Penyusunandan PerencanaarmAPBD.

3) Kegiatan penyiapan bahan koordinasi kebijakan pembangunan daerah, dengan
target capaian kinerja berupa 1 dokumen terlaksananya koordinasi dan tersedia
pedoman kebijakan pembangunan daerah pencapaian kinerja pada kegiatan ini
diukur denganpersentasesebesar 90%.

4) Kegiatan pengelolahan sistem pengadaan secara elektronik, pencapaikinerja
pada kegiatan ini diukur dengan persentase sebesar 96%, dengan pencapaian
kinerja berupa 4 laporan terciptanya pelelangan yang transparan, akuntabel,
memperbaliki tingkat efisiensi dan memenuhi informasi pengadaan barang dan
jasasecarareal time.

Hambatan dalam pencapaian kinerja pada kegiatan ini adalah Kegiatan
Pengelolaan SistemPengadaanSecaraElektronik meskipun dimasa pandemic
Covid, tetap berjalan dan terlaksana dengan baik dan maksimal dengan protokol
kesehatan. Namun demikian kegiatan yang bersifat Pelatihan Peningkatan SDM
Tim tidak dapat dilaksanakan secara tatap muka namun dilakukan secara Daring
oleh LKPPRI sehinggahasilnya dirasakurang maksimal.

5) Koordinasi analisis capaian kinerja pembangunan daerah, pencapaian kinerja
pada kegiatan ini diukur dengan persentase sebesar 99%, dengan pencapaian
kinerja berupa 1 laporan dan 1 dokumen rumusan kebijakan, perencanaan serta
hasil analisa pelaksanaan pembangunan yang terimplementasi jumlah
pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilakukan pengawasan untuk

dievaluasi laporananalisis capaiankinerja pembangunandaerah.
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Tabel 3.13
INDIKATORKINERJASASARAN3

Sasaran 13 :
Meningkatnyapelaporanakuntabilitas kinerja
Realisasi
rarget ealisasi %
Uraian Satuan 2020 Th. Th. ngg(l)an
2019 2020
1. Nilai komponen pelaporan | Nilai 12 (B) - -
SAKIPdaerah
Persentasé€apaian Sasaranini adalah -

Meningkatnya pelaporan akuntabilitas kinerja, didukung dengan indikator Nilai

komponen pelaporan SAKIP daeraNilai komponen pelaporan SAKIP dari Kementerian

PAN dan RB sampai saat disusunnya laporan kinerja ini belum rilBencapaian sasaran

Meningkatnya pelaporan akuntabilitas kinerja, didukung dengan pelaksanaan kegiatan

sebaga berikut :

U Asistensi SAKIP kabupaten/kota, yang mempunyai target 10 kabupaten/kota yang
diasistensi. Pencapaian kinerja pada kegiatan ini diukur dengan persentase sebesar
100% denganrealisasi 10kabupaten/kota kabupaten/kota yangdiasistensi.

Upaya yang dilakukan dengan melaksanakan asistensi SAKIP di Kabupaten
Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Mukauko, Kaur, Kepahiang, Bengkulu
Tengah,Seluma, Bengkulu SelatarKaur dan Kota Bengkulu.

U Peningkatan Implementasi SAKIP Provinsi Bengkulu, yang mempunya target
capaian kinerja berupa 2 dokumen SAKIPPencapaian kinerja pada kegiatan ini
diukur dengan persentase sebesar 100% dengan realisasi tersedianfadokumen
SAKIP.

Secara umum pelaksanaan kegiatan AsistenSistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemeiintah tahun 2020 secara umum tidak mengalami hambatan yang berarti,
seluruh rangkaian kegiatan mampu dilaksanakan sesuai dengan rencana dame
scheduling yang telah ditetapkan, namun demikian untuk lebih meningkatkan
efektifitas pelaksanaandi tahun berikutnya perlu dilakukan penguatanpenguatan
dalam hal sinergitas dari seluruh entitas SAKIP yang ada di Kabupaten/Kota se
Provinsi Bengkulu yang tak kalah penting adalah penguatan kemampuan dan
pemahaman dari seluruh entitas SAKIP tersebut tentang apa dan bagaimana
mekanismepelaksanaanSAKIPyangbenar.
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Terkait dengan masih perlunya penguatanpenguatan dalam rangka Peningkatan
Implementasi SAKIP sebagaimana tersebut di atas, maka langkah strategis yang perlu
dilakukan adalah selain memberikan sebuah penekanan kepada seluruh Pemerintah
Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu dengan peningkatan peran dan tanggung
jawab dalam penyelenggaran SAKIP, perlu juga dilakukan dinamisasi terhadap
penguatan kemampuan teknis dari seluruh tim SAKIP diseluruh Kabupaten/Kota
melalui sosialisasi teknis tentanghakekat penyelenggaraanSAKIPyangbaik.

Tabel 3.14
INDIKATORKINERJASASARAN4

Sasaran 14.
Meningkatnyakualitas pelaksanaanReformasiBirokrasi

Target Realisasi %
Uraian Satuan 2020 . T ngg(l)an
2019 2020
1. Hasil Penilaian Mandiri | % (B) (B) - -

Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi (PMPRB)

Persentasé€apaian Sasaranini adalah -

Pencapaian Sasaran Meningkatnya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi
didukung dengan indikator Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
(PMPRB).Hasil Penilaian Mandiri PelaksanaanReformasi Birokrasi (PMPRB) dari
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sampai saat

disusunnyalaporan kinerja ini belum rilis.

Upaya yang dilakukan demi kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di

Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu, terlihat dari adanya berbagai perubahan,

seperti :

1. Identifikasi terhadap peraturan perundang-undanganyangtidak harmonis;

2. Reorganisasi dengan perampingan struktur organisasi meskipun belum
sepenuhnyamempertimbanganprosesbisnis dankinerja yangakandicapai;

3. pengembangan TIK sebagai salah satu program proritas dan implementagdod
government

4. Penjabaran kinerja dari level pimpinan hingga eselon IV meskipun belum
sepenuhnya berkualitas, dan pembangunan aplikasi pengukuran kinerja berbasis
elektronik meskipun belum dimanfaatkansecaraoptimal; dan

5. Inovasi pelayanan publik di sebagian kecil unit kerja, misalnya pada RSUD, BPKD
(SamsatKota Bengkulu), DPMPTSP.
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Beberapa catatan yang masih harus diperhatikan terkait dengan upaya untuk

implementasi program RBadalah;

a. Implementasi RB belum dilakukan secara terintegrasi, masih terpusat di masing
masing kelompok kerja (Pokja) atau Tim RB dan belum menghasilkan perbaikan
yang signifikan dan komprehensif di seluruh unit kerja Pemerintah Provinsi
Bengkulu;

b. Road Map RB Pemantah Provinsi Bengkulu belum merata dipahami oleh seluruh
pegawai dan belum dikawal dengan rencana kerja yang rinci serta dimonitor dan
dievaluasi secara berkala;

c. Belum terdapat agen perubahan yang berperan dalam mendorong Reformasi
Birokrasi di unit kerjanya;

d. Implementasi dan evaluasi atas efektivitas sistem pengendalian penyusunan
peraturan perundang-undanganbelum berjalanoptimal,

e. Evaluasi terhadap struktur organisasi yang didasarkan pada kesesuaiannya dengan
kinerja yangdihasilkan belum kompehensif;

f. Peta proses bisnis dan SOP belum sepenuhnya ditetapkan pada seluruh perangkat
daerah sehinggga belum menggambarkan hubungan dan sinergitas antar unit kerja
secaraoptimal;

g. Penguatan sistem manajemen SDM terutama dalam upaya peningkatan
pengembangan pegawaberbasis kompetensi, penguran kinerja individu berbasis
kinerja organisasi,serta penegakanaturan disiplin belum berjalandenganbaik;

h. Implememntasi cascading kinerja yang terukur dan selaras dari level jabatan
teritinggi sampai level pelaksana belum sepenuhnya selaras dengan kinerja yang
diharapkan organisasi;

i. Hasil pengkuruan kinerja individu belum dijadikan sebagai salah satu dasar dalam
pemberian reward and punishmentdan pengembangarkarir pegawai;

j. Pembanguran whistle blowing system penangan benturan kepentingan, dan
pembangunan zona intergritas belum dilakukan dalam mewujudkan pemerintahan
yang efektif, dan efesien. Selain itu, implementasi kebijakan gratifikasi, penerapan
SPIP, pengelolaan pengaduan masyarakat, kapabilitas APIP, kepatuhan pelaporan
LHKPNdan LHKASN masih perlu ditingkatkan;

k. Penguatan pelayanan publik belum sepenuhnya diimplementasikan, penetapan
maklumat, SOP pelayanan pada seluruh uniinit pelayanan, pembangunan budaya
pelayanan prima, dan penilaian kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang
diberikan.
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Tabel 3.15
INDIKATORKINERJASASARANS
Sasaran 15.

Meningkatnya penerapan standar pelayanan dan inovasi pada UKPP (Unit Kerja
PelayananPublik) Provinsi BengkuludantersusunnyaSOPUPTD/CabangDinas

Target Realisasi %
Uraian Satuan 2020 ™. ™. ngg:)an
2019 2020

1. Nilai pelayanan publik | % (B) (B-) (B) 100
provinsi Bengkulu

2. Persentase UPTD/Caban( % 100 - 100 100
Dinas yang menyusun
SOP

Persentasé€apaian Sasaranini adalah 100

Meningkatnya penerapan standar pelayanan dan inovasi pada UKPP (Unit Kerja
Pelayanan Publik) Provinsi Bengkulu dan tersusunnya SOP UPTD/CabangDinas
didukung oleh indikator ;

- Nilai

Peningkatan Mutu Pelayanan Publik Se Provinsi Bengkulggng mempunyai target

pelayanan publik provinsi bengkulu dengan pelaksanaan Kegiatan

3 UKPP Provinsi Bengkulu dan 10 kab/kota yang dibina terkait pelayanan publik,

pencapaian kinerja pada kegiatan ini diukur dengan persentase sebesar 100%

dengantahapanpencapaiankinerja sebagaiberikut:

U Melakukan Pembinaan dan evaluasi unit Pelayanan Publik ke 10
Kabupaten/Kota.

U Unit pelayanan publik pada DPMPTSP dengan Indeks 3,86 dengan katagori B,
Samsat dengan indeks 4,02 dengan katagori,fsehingga ratarata indeks untuk
Provinsi Bengkulu 3,94 dengarkategori B.

U Melakukan pembinaan Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Penanaman Modal

dan PelayananSatuPintu, serta Dinas KependudukanDan PencatatanSipil.

- Persentase UPTD/Cabang Dinas yang menyusun SOP dengan pelaksanaan
Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Perangkat Daerah, yang mempunyai target 1 dokumen hasil difasilitasi dan
dokumen penyusunan SOP perangkat daerah. Pencapaian kinerja pada kegiatan ini
diukur dengan persentase sebesar 100%, dengan tahapan pencapaian kinerja
sebagaiberikut:

A Melakukankoordinasi denganUPTD terkait penyusunanSOP
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A Melakukan monitoring dan evaluasi SOPdan Tatalaksanake Kabupaten
Bengkulu Selatan Kaur, Muko-muko danBengkuluUtara

A TersusunnyaPeraturan Gubernur Tata NaskahDinas Elektronik

A Tersusunnya Surat Keputusan (SK) Tim PenyusunanProses Bisnis Instansi
Pemerintah Provinsi Bengkulu

A Padatriwulan keempat terealisasi 1 dokumen hasil fasilitasi/Dokumen

PenyusunanSOPPerangkatDaerah.

Tabel 3.16
INDIKATORKINERJASASARANL6

Sasaran 16 : Meningkatnyapenataankelembagaanperangkatdaerah

_ Target Realisasi % .
Uraian Satuan 2020 ™. . ngggan
2019 2020
1. PersentaseOPDyang disusun % 100 100 90 90
Regulasi Standar
Profesionalime ASN
2. Persentase perangkat daerah % 100 - 80 80
Provinsi, Kabupaten/Kota
yang dievaluasi
kelembagaannya
Persentas&Capaian Sasaranini adalah 85

Meningkatnyapenataankelembagaanperangkatdaerah,didukung oleh indikator :

- Persentase OPD yang disusun regulasi standar profesionalime ASN dengan
pelaksanaan kegiatan penyusunan analisis jabatan, evaluasi jabatan dan standar
kompetensi jabatan, yang mempunyai target 3 dokumeen dan 10 kab/kota yang
disusun informasi jabatan, jumlah/jenis jabatan yang dievaluasi, nilai dan kelas
jabatan pemerintah provinsi bengkulu, Jenis/Jumlah kompetensi yang disusun dalam
OPD.Pencapaian kinerja pada kegiatan ini diukur dengan persentase sebesar 90%
denganhasil sebagaiberikut :

U Terbitnya Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : E.364.B.5 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 0.462.B.5 Tahun 2018 tentang Hasil
Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu sebanyak 42 Unit
Organisasi. Pada kegiatan ini terdapat 10 kab/kota yang disusun informasi jabatan,
jumlah/jenis jabatan yang dievaluasi, nilai dan kelas jabatan pemerintah provinsi

bengkulu, JenigJumlah kompetensijabatanOPD yanglisusun.
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U Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor P.382.B.5tentang Penyusunan Standar
Kompetensi JabatarfJPT)di LingkunganPemerintah Provinsi Bengkulu.

U0 Buku Informasi jabatan sebanyak 9 (Sembilan) da&oft Copy Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu yang mengalami perubahan hasil

informasi jabatan.

Persentase perangkat daerah provinsi, kabupaten/kota yang dievaluasi
kelembagaannyagdengan pelaksanaan kegiatan pembinaan, monitoring, dan evaluasi
kelembagaan kabupaten/kota yang mempunyai target 5 kabupaten kota yang dibina
terkait penataan perangkat daerah pencapaian kinerja pada kegiatan ini diukur
dengan persentase sebesar 90%. Tidak tercapai seluruh target yang sudah
ditargetkan dikarenakan ada satu kabupaten yaitu Kabupaten Rejang Lebong yang
tidak menyampaikan dokumen evaluasi perangkat daerah secara menyeluruh yakni
hanya menyampaikan evaluasi Permen Nomor 56 tahun 2019 saja, maka hanya

Permendimaksud yangditindaklanjuti.

Persentase perangkat daerah provinsi, kabupaten/kota yang dievaluasi
kelembagaannya dengan pelaksanaan evaluasi dan penataan perangkat daerah
Provinsi Bengkulu, yang mempunyai target penataan OPD Provinsi Bengkulu
sebanyak 3 OPD. Kegiatan ini diukur dengan persentase sebesar 96% dengan tahapan

pencapaiantarget kinerja sebagaiberikut :

Terdapat 3 OPD yang dilakukakan penataan sehingga pada kegiatan ini tercapai 96%
dengan terdapat penataan OPD Provinsi Bengkulu sebanyak 3 OPD. Pada kegiatan ini
menghasilkan3 pergubyaitu :

1. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 38 Tahun 2019 tentang Kedudukan dan Tata
Hubungan Kerja Staf Ahli Gubernur dalam Penyelenggaraan Pemerintahaaebah
Provinsi Bengkulu.

2. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi,Tugasdan Fungsi sertaTataKerja Inspektorat Provinsi Bengkulu.

3. Peraturan Gubernu Bengkulu Nomor 01 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi

Bengkulu.
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Tabel 3.17
INDIKATORKINERJASASARAN7

Sasaran 17 : Meningkatnyatata kelola kinerja OPD

Target Realisasi %
Uraian Satuan 2020 Th. Th. ngg(l)an
2019 2020
1. Nilai Lakip Sekretariat % (B) (A) - -
Daerah Provinsi
Bengkulu
Persentasé€apaian Sasaranini adalah

Sasaran Meningkatnya pelaporan akuntabilitas kinerja, didukung oleh indikator
Nilai Lakip Sekretariat Daerah Provinsi Bengkuluyang sampai saat disusunnya
Laporan Kinerja ini Nilai Lakip Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu yang
tergabung dalam Laporan Hasil Evalusi SAKIP Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu

belum dirilis Inspektorat Provinsi Bengkuluselakulnstitusi pengevaluator.

Sasaran Meningkatnya pelaporan akuntabilitas kinerja, juga didukung dengan

2 kegiatanpadaSubBagianTata Usaha Biro yaitu:

- Penyelenggaraan administrasi tata usaha sarana dan prasarana biro, yang
mempunyai target 5 dokumen berupa dokumen perencanaan dan keuangan yang

dikelola dan jumlah arsip yangditata,

- Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah yang
mempunyai target jumlah rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke dalam én
keluar daerah yang dilaksanakan selama 25 kali selama setahun dan terealisasi

sesuai denga targeyangtelah ditetapkan.

Maksud dan tujuan dilaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Tata Usaha
Saranadan PrasaranaBiro dan kegiatan Rapatrapat Koordinasi dan Konsultasi ke
Dalam dan Luar Daerah pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provifgengkulu
adalahsebagaiberikut :

1. Meningkatkankinerja Biro OrganisasiSetdaProvinsi Bengkulu

2. Tercapainya sinkronisasi pelaksanaan kebijakan/program kerja bidang organisasi

antara Pemerintah Pusat,Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
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Tabel 3.18
INDIKATORKINERJASASARANS

Sasaran 18. Meningkatnyapelayanankeprotokolan

Realisasi %
Uraian Satuan Vel Capaian
2020 Th. Th. 2020
2019 2020
1. Nilai hasil  survey % 80 100 80 100
Kepuasan Pelayanan
TamuDaerah
Persentasé€apaian Sasaranini adalah 100

Sasaran meningkatnya pelayanan keprotokolan diukur dengan indikator kinerja Nilai
hasil survey kepuasan pelayanan tamu daerah target kinerja 80% dengan realisasi

capaiankinerja sbesar80% dalam arti capaiankinerja tahun 2020 sebesar100%.

Sasaran meningktnya pelayanan keprotokolan didukung dengan indikatofindikator
tercapainya pelayanan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang melaksanakan
kegiatan : 1) penyelengaraanhari besar nasional dan event-event lainnya, dengan
indikator kinerja output belanja barang dan jasa hari besar nasional dan eveavent
lainnya; 2). kegiatan rapat koordinasi forum komunikasi daerah, dengan indikator
kinerja output adanya fasilitasi FKPD Provinsi Bengkulu; 3). penerimaan kunjungan
kerja pejabat negara/departemen/lembagapemerintah non departemen/luar negeri;
4) kegiatan fasilitasi staf ahli kepala daerah yang dilaksanakan dengan indikator kinerja
output fasilitasi staf ahli kepala daerah yang dilaksanakan. 5) kegiatan pelayanan tamu
dan pimpinan, yang dilaksanakandengan indikator kinerja output pelayanan tamu

dan pimpinan yangdilaksanakan.

Tabel 3.19
INDIKATORKINERJASASARAN9

Sasaran 19. MeningkatnyapelayanankerumahtanggaanK DH,WKDHdan sekda

Realisasi %
Uraian Satuan Ut Capaian
2020 Th. Th. 2020
2019 2020
1. Nilai hasil survey % 80 80 80 100
Kepuasan Pelayanan
Kerumahtanggaan KDH,
WKDHdan Sekda
Persentasé€apaian Sasaranini adalah 100
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Sasaran Meningkatnya pelayanan kerumahtanggaan KDH, WKDH dan Sekda didukung
dengan indikator Nilai Hasil Survey Kepuasan Pelayanan Kerumahtanggaan KDH, WKDH
dan Sekdadengan target kinerja 80%, dan realisasi 80% dalam arti pencapaian kinerja
tahun 2020 sebesar 100%.

Sasaran ini didukung oleh indikator program pelayanan administrsi perkantoran yang
melaksanakan kegiatan penyediaan jasa surat menyurat ,kegiatan penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor, penyediaan jasa tenaga administrasi dan tekhnis perkantoran, dengan indikator
kinerja output terselesaikannya pekerjaan administrasi dan teknis perkantoran,
penyediaanjasa kantor ; penyediaan makanan dan minuman KDW/WKDH, rapeapat
koordinasi dan konsultasi keluar daerah KDH/WKDH, penyediaan jasa jaminan

pemeliharaankesehatanKDH/WKDH, yangdilaksanakanselamal tahun.

Tabel 3.20
INDIKATORKINERJASASARANO

Sasaran 20. Meningkatnyapelayananadministrasi keuangansekretariat daerah

Target Realisasi %
Uraian Satuan 2020 Th. T, ngg(l)an
2019 2020
1 Persentase Serapan % 90 80 90 100
AnggaranSekretariat
2. Nilai hasil survey % 80 80 80 100
Kepuasan Pelayanan
Administrasi Keuangan
SeketariatDaerah
Persentasé€apaian Sasaranini adalah 100

Sasaran meningkatnya pelayanan administrasi keuangan sekretariat daerah didukung

olehindikator :

- Persentase serapan anggaran secretarialengan pelaksanaan kegiatan pendidikan
dan pelatihan formal guna untuk meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur.
Dengan target capaian kinerja sebanyak 13 orang yang dapat mengikuti kursus,
pelatihan, sosialisasi dan bimtek, pada kegiatan ini dapat terealisasi capaian kinerja
sebesar90%.

- Nilai hasil survey kepuasan pelayanan administrasi keuangan seketariat daerabh;
dengan pelaksanaan kegiatan perencanaan, realisasi program kerja dan peningkatan
pelaporan biro umum, humas dan protokol Setda Provinsi Bengkulu. Dengan target

capaiankinerja 80% ,dengancapaiankinerja sebesar80%.
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3.2 Akuntabilitas Keuangan
Capaian kinerja program dan kegiatan sangat dipengaruhi oleh dukungan ketersediaan
anggaran. Dimana dana yang tersedia untuk membiayai pelaksanaantugas dan fungsi
Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2020 yang telah dijabarkan dalam APBD
Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu yakni sebesar Rp 95.223.850.500,00 dan setelah
APBD Perubahan Tahun 2020@nenjadi sebesar Rp. 69.502.068.185,00 dengan realisasi
Rp. 65.119.173.759,32 atau sebesar 93.69%.
Adapunanggarandan realisasidimaksud dapatdilihat padarincian berikut :

Tabel 3.21

REALISASI PROGRAM PENDUKUNG SASARAN DALAM MENCAPAI MISI
SEKRETARIAT DAERAPROVINSBENGKULUO AHUN2020

ANGGARAN

OPD YANG
BERTANGGUNG

SASARAN PROGRAM

PAGU REALISASI CAPAL

(Rp)

(Rp)

AN
(%0)

JAWAB

Sasaranl :

Meningkatnya tata kelola
pemerintahan dan
pembinaan otonomi
daerah

Program:
Peningkatan administrasi
pemerintahan umum

Biro
Pemerintahan
dan
Kesejahteraan
Rakyat

Kegiatan:
Fasilitasi  dan Koordinasi
PemerintahanUmum

120.000.000

118.959.990

99,13

Kegiatan:

Fasilitasi, Koordinasi antar
Provinsi Bengkulu dan
Pemerintah Pusat

100.000.000

99.654.500

99,65

Kegiatan:
Fasilitasi Pemilukada

75.000.000

73.257.700

97,68

Kegiatan:
Penyusunan Dokumen
PenyelenggaraarDaerah

200.000.000

198.204.650

99,10

Kegiatan:
Fasilitasi dan Penanganan
BatasWilayah Bengkulu

50.000.000

48.585.800

97,17

Kegiatan:
PembinaanPrasaranaFisik dan
Administrasi Pertanahan

75.000.000

74.240.900

98,99

Kegiatan:

Fasilitasi Kerjasama,
Peningkatan Kualitas dan
Peran TKKSD dalam
Pelaksanaan Kerjasama
Daerah.

70.000.000

65.114.600

93,02
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Sasararn? :

Meningkatnya kebijkakan,
pembinaan dan
pengendaliandi Bidang
KesejahteraanRakyat

Program:
Administrasi Kesejahteraan
Rakyat

Biro
Pemerintahan
dan
Kesejahteraan
Rakyat

Kegiatan:
Peningkatan kualitas
masyarakatbulan ramadhan.

41.000.000

40.765.350

99.43

Kegiatan:
Fasilitasi koordinasi bidang
kesejahteraanrakyat

120.000.000

118.646.600

98.87

Kegiatan:
Monitoring dan evaluasi dana
hibah tempat ibadah

75.000.000

72.207.250

96.28

Kegiatan:
Kesekretariatan
kafilah MTQ/MTQN

pembinaan

1.080.000.000

930.451.080

86.15

Kegiatan:
Pemberdayaan masjid
baitul izzah

raya

400.000.000

377.920.949

94.48

Sasaran 3:
Terselenggaranya
pelayanan administrasi
perkantoran

Program pelayanan
administrasi perkantoran

Biro Hukum

Penyelenggaraan Administrasi
Tata Usaha Sarana dan
Prasarana Biro

108.940.000

103.420.000

94,93

Sasaram :

Terciptanya Kepastian
Hukum Terhadap Produk
Hukum Daerah, Peraturan
Daerah dan Peraturan
Kepala Daerah
Kabupaten/ Kota

Program:
Penataan Peraturan Perundang
undangan

Kegiatan:
Pengkajian dan fasilitasi produk
hukum kabupaten/ kota

136.860.000

133.099.200

97.25

Kegiatan:

Pembinaan dan monitoring
pelaksanaan keputusan kepala
daerah terkait penyelenggaraan
pemerintahan kabupaten/kota
se-Provinsi Bengkulu

100.311.000

98.142.000

97.84

Kegiatan:

Penyusunan program
pembentukan peraturan
daerah, program pembentukan
peraturan gubernur dan
fasilitasi peraturan Gubernur
Bengkulu

154.150.000

151.133.000

98.04

Kegiatan:

Perencanaan dan Fasilitasi
penyusunan peraturan daerah
Provinsi Bengkulu

341.850.000

339.431.250

99.29
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Kegiatan:
Harmonisasi keputusan
keputusan kepala daerah dan | 100.500.000 96.006.000 95.53
keputusanbersamakepala
daerah
Kegiatan:
Penyusunan dan pengkajian
keputusan peraturan Gubernur| 100.300.000 85.653.600 85.40
Bengkulu tentang evaluasi
raperda kabupaten/ kota
Kegiatan:
Monitoring evaluasi PERDA dan| 137.500.000 118.914.100 86.48
PERKADAabupaten/kota
Sasararb : Program: Biro Hukum
TercapainyaPenyelesaian | Penanganan Bantuan Hukum
Perkara Litigasi, | Serta Pembinaan dan
Permasalahan Hukum Non Pengawasan HAMlan PPNS
Litigasi dan Meningkatnya
Penghormatan,
Perlindungan,
Pemahaman, Penegakan
dan Pemajuan HAM
Provinsi Bengkulu.
Kegiatan:
penyelesaian sengketa hukum
542.940.000 438.168.000 80,70
dan bantuan hukum kepada
pemerintah daerah
Kegiatan:
monitoring dan  pelaporan
penanganan - perkara  dan | ) 000000 | 93.087.000 | 9217
bantuan hukum
kabupaten/kota di provinsi
bengkulu
Kegiatan:
Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan RANHAM i 112.500.000 106.107.000 94,32
Provinsi Bengkulu
Kegiatan:
Penanganan . Pt'armasal‘_a\han 336.000.000 262.229.000 78,04
Hukum Non Litigasi Pemerintah
Provinsi Bengkulu
Kegiatan:
PembayaranHutang
Penyelesaian Sengketa Hukum 40.000.000 40.000.000 100

dan Bantuan Hukum kepada
PemerintahDaerahTahun 2019
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Sasararg:
Meningkatnya
di BidangHukum

Informasi

Program:
Publikasi Produk Hukum

Biro Hukum

Kegiatan:
Sosialisasi dan Penyebaran
Produk Hukum

85.389.000

84.339.000

98,77

Kegiatan:
PengelolaanSJDIH

155.500.000

126.830.200

81,56

Sasaranv:

Meningkatnya Efektifitas
Perumusan Kebijakan
Ekonomi Daerah, BUMD
dan PengelolaanSDA

Program:
Peningkatandan
Pengembangan Ekonomi
Daerah

Biro
Aministrasi
Perekonomi
dan SDA

Kegiatan:
Tim Pengendalian Inflasi
Daerah

30.000.000

29.468.000

98,23

Kegiatan:
Fasilitasi Forum Pengembangan
Ekonomi Daerah

30.000.000

29.340.000

97,80

Kegiatan:

Tim Percepatan Akses
Keuangan Daerah (TPKAD)
Provinsi Bengkulu

30.000.000

29.310.000

97,70

Kegiatan:

Fasilitasi Pengembangan
Koperasi dan UMKM Serta
Pengendalian, Pemantauan
dalam rangka pengawasan
penyaluran BBM Subsididan
Gas LPG

30.000.000

29.734.000

99,11

Kegiatan:
SinegritasPengembangan
ObjekWisataUnggulan

30.000.000

29.330.000

97,77

Program:
Program Pengembangan Usahg
dan PenanamanModal

Kegiatan:

Fasilitasi dan Koordinasi
Pengembangan Badan Usaha
Milik Daerah (BMD) di Provinsi
Bengkulu

70.000.000

50.838.000

72,63

Kegiatan:

Monitoring dan evaluasi
kinerja BUMDdan penyertaan
modal di Provinsi Bengkulu

70.000.000

61.524.000

87,89

Sasarar8:

Meningkatnya Efektivitas
Pengelolaan Sumber Day:
Alam yang Seimbang
dengan Berbasis pada
Konservasi dan
Lingkungan Hidup

Program:

Peningkatan dan Pembinaan
Pengelolaan SDA Hutan dan
Lingkungan

Biro
Aministrasi
Perekonomi
dan SDA
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Kegiatan:

Fasilitasi Peningkatan
Kerjasama dalam Bidang
LingkunganHidup dan
Kehutanan

50.000.000

49.074.442

98,15

Kegiatan:

Fasilitasi Peningkatan
Kerjasama dalam Bidang
Pertanian, Perkebunan,
Perikanan

50.000.000

48.670.244

97,34

Kegiatan:

Fasilitasi Peningkatan Kerja
sama dalam Bidang
Pertambangandan Energi

50.000.000

48.421.600

96,84

Sasaarard
Meningkatnyatata kelola
kinerja OPD

Program Pelayanan
Administrasi perkantoran

Kegiatan Penatausahaan
kearsipan dan inventarisir
Barang Milik Daerah

95.000.000

93.703.500

98,64

SasaranlO:
Terwujudnya
Rumusan
Implementasi
Perencanaan
Pembangunan

Kajian
Kebijakan

Program Peningkatan
Pengawasan dan Evaluasi
Pembangunan

Biro
Pembangunan

Sasaranll :
Meningkatkan Efektifitas
dan Efisiensi Pelaksanaan
Pembangunan

Kegiatan:

Penyiapan Bahan Koordinasi
Kebijakan Pembangunan
Daerah

172.000.000

157.003.856

91,28

Kegiatan:
Evaluasi dan
RealisasiAnggaran

Pengawasan

285.800.000

285.224.000

99,80

Kegiatan:

Monitoring, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan
PembangunarKewilayaan

174.000.000

172.017.605

98,86

Kegiatan:
Koordinasi Analisis Capaian
Kinerja PembangunarDaerah

220.300.000

218.140.645

99,02

Kegiatan:

Monitoring, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan
PembangunarDaerah

234.900.000

222.452.250

94,70

Sasaranl2:
TerlaksananyaPengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
Provinsi Bengkulu

Program:

Pembinaan dan Pengembangal
Administrasi Pembangunan
Daerah
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Kegiatan:
PengelolaanSistemPengadaan
Secara Elektronik 877.500.000 844.602.773 96,25
Sasaran 13 : Kegiatan:
MenlnqutnyaPelapgrar? Asistensi  SAKIP Kabupaten/ 50.000.000 49.811.164 99,62
Akuntabilitas Kinerja | Kota
Pemerintah Provinsi
Bengkulu
Kegiatan:
Peningkatan  Implementasi | 103.000.000 102.110.850 99,14
SAKIP ProvinsBengkulu
Sasaran 14 : Program: Biro Organisasi
Meningkatnya Pengembangan Kinerja Dan
kualitasReformasi ReformasiBirokrasi
Birokrasi
Kegiatan Penguatan Program | - - -
reformasi Birokrasi pemerintah
daerah
Sasaranl5: Program:
Meningkatnya Penataan| Program Penataan
kelembagaan perangkat | Kelembagaan dan Analisis
daerah Jabatan
Kegiatan Penyusunan Analisis
Jabatan, Evaluasi Jabatan dan | 101.000.000 98.782.800 97,80
StandarKompetensiJabatan
Kegiatan Pembinaan,
Monitoring, Dan  Evaluasi 75.000.000 72.710.627 96,95
Kelembagaarkabupaten/Kota
KegiatanEvaluasidan Penataan
Perangkat Daerah Provinsi 50.000.000 46.545.812 93,09
Bengkulu
Sasaranl6: Program KetatalaksanaanDan Biro Organisasi
Meningkatnya penerapan | PelayananPublik
standar pelayanan dan
inovasi pada UKPP (Unit
Kerja Pelayanan Publik)
Provinsi Bengkulu dan
tersusunnya SOP
UPTD/CabandDinas
Kegiatan Fasilitasi dan Evaluas
Penyusunan Standar
Operasional Prosedur (SOP) 50.000.000 48.839.000 97,68
PerangkatDaerah
Kegiatan Peningkatan Mutu
Pelayanan Publik SeProvinsi | 41 500 000 | 164.949.009 | 91,64
Bengkulu
Sasaranl? : Program Pelayanan Biro Organisasi

Meningkatnya Tata Kelola
Kinerja OPD

Administrasi Perkantoran
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Kegiatan Penyelenggaraan
Administrasi Tata Usaha Sarane
dan PrasaranaBiro

150.000.000

140.294.000

93,53

Kegiatan Peningkatan Budaya
Kerja dan Penyusunan Data
KepegawaianSetda

101.000.000

87.999.700

87,13

Kegiatan Rapatrapat
Koordinasi dan Konsultasi ke
Dalamdan Luar Daerah

164.000.000

162.738.570

99,23

Sasaranl8 :
MeningkatnyaPelayanan
Keprotokolan

Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran

Biro Umum

Kegiatan Koordinasi Pelayanan
Umum

285.367.807

245.533.960

86,04

Kegiatan PenatausahaanSurat
dan Arsip Setda Provinsi
Bengkulu

250.000.000

248.128.850

99,25

Program
Pengembangan
Protokoler
Umum

Peningkatan
Kapasitas
dan Admiinistrasi

Kegiatan Fasilitasi
keprotokolan Pimpinan Daerah

1.000.000.000

990.279.265

99,03

Sasaranl9 :
MeningkatnyaPelayanan
Kerumahtanggaan KDH,
WKDHdan Sekda

Program:

Peningkatan Pelayanan
Kedinasan Kepala
Daerah/Wakil KepalaDaerah

Biro Umum

Kegiatan:

Penerimaan Kunjungan Kerja
Pejabat Negara/
Departemen/Lembaga
Pemerintah
Departemen/Luar Negeri

Non-

400.000.000

390.675.000

97,67

Kegiatan:
PelayananTamudan Pimpinan

1.550.000.000

1.534.660.836

99,01

Program:
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran

Biro Umum

Kegiatan:
Rapatrapat Koordinasi Dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah

3.160.062.000

2.394.870.837

75,79
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Kegiatan
Penyediaan
Pemeliharaan
KDH/WKDH

Jaminan
Kesehatan

Jasa

36.000.000

7.542.590

20,95

Kegiatan:

Penyediaan Makanan Dan
Minuman Kepala Daerah/ Wakil
KepalaDaerah

6.850.000.000

6.843.257.249

99,90

Program:
Peningkatan  Sarana
PrasaranaAparatur

dan

Biro Umum

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/
Berkala Kendaraan Dinas/
Operasional (KepalaDerah/
Wakil KepalaDaerah)

1.038.170.000

968.225.718

93,26

Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Rumah Jabatan
(Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah

2.458.586.000

2.230.110.859

90,71

Program peningkatan disiplin
aparatur

Biro Umum

Kegiatan Pengadaan Pakaian
Dinas beserta Perlengkapannyg
Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah

520.000.000

486.190.000

93,50

Program Pengelolaan
PengadaarBarang/Jasa

Biro Umum

Kegiatan Unit Kerja Pengadaar
Barang/jasa Pemerintah
Provinsi Bengkulu

525.050.500

399.816.107

76,15

KegiatanPenyusunan eCatalog
Lokal

75.000.000

26.886.750

35,85

Kegiatan Pembinaan dan
Advokasi Pengadaan
Barang/jasa UKPBJ Pemerintal
Provinsi Bengkulu

405.000.000

324.502.842

80,12

Program Peningkatan
PelayananKedinasanKepala
Daerah/Wakil KepalaDaerah

Biro Umum

Kegiatan Penyelengaraan hari
besar nasional dan eventvent
lainnya

1.928.425.000

1.928.425.000

100

Program Peningkatan Sarana
dan PrasaranaAparatur

Kegiatan PengadaarKendaraan
Dinas/ Operasional

2.976.140.000

2.873.766.800

96,56

KegiatanPengadaarMebeleur

6.080.000

6.080.000

100
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Kegiatan Rehabilitasi
sedang/beratrumah dinas

280.460.080

216.717.032

77,27

Kegiatan Rehabilitasi
sedang/berat rumah gedung
kantor

405.100.000

91.056.000

22,48

Kegiatan Koordinasi fasilitasi
dan Perencanaan Pengadaan
BarangDaerah

91.735.156

89.693.256

97,77

Kegiatan  Penertiban  dan
Inventarisasi Aset  Setda
Provinsi Bengkulu

146.772.000

100.755.137

68,65

Kegiatan Pengadaan
PerlengkapanGedungKantor

200.000.000

194.755.000

97,38

Sasaran20 :
MeningkatnyaPelayanan
Administrasi Keuangan
Sekretariat Daerah

Program Peningkatan
Perencanaan, Pelaporan
Capaian Kinerja dan keuangan
daerah

Biro Umum

Kegiatan Perencanaan, realisas
program kerja dan peningkatan
pelaporan biro umum, humas
dan protokol setda Provinsi
Bengkulu

175.000.000

145.481.940

83,13

Kegiatan Peningkatan SDM
Keuangan dan Penatausahaan|
Keuangan di lingkungan
SekretariatDaerah

85.100.000

40.890.000

48,05

Jumlah

69.502.068.185

65.119.173.759

93,69%
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- V. PENUTUP -

Laporan Kinerja Sekretariat Provinsi Bengkulu Tahun 2020 merupakan bentuk

pertanggungjawaban Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu atas pelaksanaan kinerja
yang dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021.
Tahun 2020 merupakan Tahun keempat periode Renstra tersebut, yang pengukurannya
dijabarkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU).

Laporan ini memberikan gambaran atas upaya yang telah dilaksanakan,
termasuk hambatan dan kendala, serta langkalangkah perbaikan yang telah dilakukan
sehingga dapat menjadi landasan dalam menentukan rencana aksi selanjutnya dalam

mencapai visi, misi dan tujuan organisasi.

4.1. KESIMPULAN

1. Secara umum program kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan
tahun 2020 dapat dicapai Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu dengan baik. Dari 36
program terlaksana dengan capaian kinerja kategori baik. Dari 36 program tersebut,
hampir semua program tercapai realisasinya berdasarkan target kinerja yang telah
ditetapkan. Ratarata capaian ini menunjukkan bahwa pada Tahun 2020 Sekretariat
Daerah Provinsi Bengkulu telah turut berkontribusi dalam pencapaian Visi, Misi dan
Tujuan Pemerintah Daerah ProvinsiBengkulu.

2. Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu mempunyai 20 (dua puh) sasaran strategis
yang diukur keberhasilannya menggunakan 51 (lima puluh satu) indikator dan
ditunjang dengan program/kegiatan. Adapun capaian kinerja Sekretariat Daerah
Provinsi Bengkulu secara kumulatif adalah sebesar 92,84%, Apabila dilihat dari
persentase capaian kinerja kumulatif ini, maka kinerja Sekretariat Daerah Provinsi
Bengkuludapat dikategorikan tercapai dan berhasil.

a. Dari sisi manajemen daerah, berbagai fungsi pelayanan yang diemban Sekretariat
Daerah sebagai pemberi fasilitator dan advisor terbaik kepada kepala daerah dan
perangkat daerah lainnya telah berdampak positif terhadap pelaksanaan otonomi
daerahdi Provinsi Bengkulu.

b. Pada tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat Daerafun 2016-
2021 ini cukup banyak hasil yang sudah dicapai namun sejalan dengan hal tersebut

masih cukup banyak pula permasalahanyang masih perlu dan terus mendapatkan
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perhatian dan penyelesaian, baik dalam kontekstualisasi persoalan yang ada maupun
dalam bentuk komitmen terhadap upaya menata kehidupan berbangsa dan
bernegara kearah lebih baik dan bertanggungjawab melalui kinerja yang berkualitas
tinggi.

c. Dalam mengimplementasikan kebijakan yang disesuaikan dengan kebutuhan Kepala
Daerah, Perangkat Daerah dan masyarakat pada kenyataannya masih terdapat
beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan terkait dengan konsistensi
perencanaan dan implementasi program, sinergitas antara program yang satu
dengan lainnya serta keterbatasan anggaran dalam menunjang program
pembangunan. LangkaHangkah dan upaya pemecahan masalah dilakukan secara
cermat dengan menempuh berbagai cara yang disesuaikan menurut urgensi dan
prioritas masalah.

d. Disamping itu, beberapa permasalahan yang muncul dalam evaluasi penerapan
SAKIP di Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu adalah masih kurangnya pemahaman
aparatur mengenai SAKIP, kurang dipahaminyaugas pokok dan fungsi biro-biro
olen aparatur, kurang tertibnya unit kerja dalam melengkapi dan menyusun
dokumen-dokumen kinerja, serta masih kurang benarnya perumusan indikator
kinerja. Oleh karena itu, sebagai tindak lanjut dan upaya pemecahan masalah yang
ada, dilakukan penataan dan peningkatan kapasitas aparatur pelaksana untuk
mendukung kinerja internal Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu yang diinisiasikan
secara berkelanjutan agar dapat menerapkan manajemen kinerja dan keuangan,
sehingga pemerintahan yang bersih dan akuntabel dapat menjadi keniscayaan

dimasayangakandatang.

4.2. SARAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan sebagai bahan
evaluasi dari rangkaian program yang telah direncanakan pada tahun anggaran dan juga
sebagai pedoman dalam menyusun program pada tahdahun berikutnya. Berdasarkan
kesimpulan diatas perlu diambil langkahlangkah pemecahan permasalahan
permasalahan yang dihadapi dan peningkatan kualitas penerapan SAKIP di Sekretariat
DaerahProvinsi. Olehsebabitu, dirumuskan beberapasaran-saransebagai berikut:

1. Diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak untuk peningkatan kualitas

penerapan SAKIPdi Sekretariat DaerahProvinsi sehinggatidak hanyatidak menjadi
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rutinitas formal semata, namun dapat diberikan timbal balik yang efektif bagi upaya
perbaikan kinerja dimasa sekarangdan yangakandatang.

2. Diperlukan terobosan baru dalam pelaksanaan program kerja dan anggaran menjadi
lebih efektif berupa perubahan mekanisme penyusunan progrankerja/anggaran
dari pola (Gop downd menjadi Gottom upd sehingga mencerminkan kebutuhan
organisasi.

3. Agar implementasi Sistem AKIP benarzbenar efektif, perlu segera direalisasikan
sinergitas antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan,
sehingga realisasi anggaran yang digunakan untuk melakukan kegiatan berbanding
lurus dengan output maupun outcomes kegiatan yang bersangkutan. Dengan
sinergitas tersebut, kinerja organisasi yang dibiayai oleh APBN/APBD benatenar
terukur, bermanfaat danakuntabel.

4. Kebijakan yang memayungi penerapan SAKIP di instansi pemerintah perlu
disinkronisasi dan diharmonisasi agar terciptanya kejelasan arah dam penerapan

SAKIPyangbaik dan benar di jajaran instansi pemerintah.

Dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada
Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu terdapat beberapa target yang belum terealisasi
sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan yang tercantum dalam penetapan
kinerja. Oleh sebab itu, dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) suatu instansi hendaknya merevisi ulang laporan yang telah dibuat
agar tidak terjadinya kerancuan bagi pengguna laporan tersebut dan sesuai dengan
standarisasi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
agar semua pertanggungjawaban suatu instansi lebih transparan, jelas, terukur dan

legitimate.

55



